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ABSTRAKSI

KITRIA INE DAMAYANTI, Hukum Perdata, FakultasHukum Universitas
Brawijaya, April, 2008,Kendala Pelaksanaan lelang Objek Jaminan Gabalam
Hal Wanprestasi (Studi Di Kantor Perusahaanmuun Pegadaian Cabang
Sumberpucung — Kabupaten Malang Yang MerupaRagadaian Konvensional)Sri
Indah Srubhartati, SH. CN; Rachmi Sulistyari8Siti. MH.

Dalam skripsi ini penelitt membahas mengekandala-kendala yang terjadi pada
pelaksanaan lelang objek jaminan gadai akibetjadinya wanprestasi yang
dilakukan oleh pihak pemberi gadai, serta tddentanggung jawab sebagai
penyelesaian yang dilakukan PERUM Pegadaialandamengatasi permasalahan
lelang objek jaminan gadai akibat wanprestpsimberi gadai. Hal ini dilatar
belakangi karena PERUM Pegadaian merupakanbdgan perkreditan yang
membantu masyarakat terutama golongan menekgbawah, oleh karena sebagian
besar pemberi gadai berasal dari golonganabadan menengah kebawah maka
dengan sendirinya akan sering terjadi masaaltara lain pemberi gadai cidera
janji (wanprestasi).

Cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oledémberi gadai dalam hal ini adalah
pemberi gadai tidak melakukan pengembalianu apelunasan kreditnya sampai
jangka waktu yang telah ditentukan dalam gmgign. Apabila sampai jangka
waktu yang telah disepakati (120 hari atau bdlan) pemberi gadai tidak
memenuhi kewajibannya, serta tidak memperbahaerjanjian kreditnya, maka
PERUM Pegadaian berhak untuk melakukan pensnyiiutang seperti yang telah
diatur dalam pasal 1155 KUH Perdata. Berdasar hal tersebut PERUM
Pegadaian mempunyai hak mengambil sendiri npsln piutangnya dengan cara
menjual barang yang dijadikan jaminan melawses lelang.

Penelitian ini  menggunakan metode pendekataoridig sosiologis, Yyaitu
menemukan hubungan antara faktor sosiologihadap faktor yuridis. Melalui
pendekatan yuridis diharapkan dapat diketahspek-aspek hukum dalam proses
dan pelaksanaan lelang akibat terjadinya westasi pemberi gadai. Melalui
pendekatan sosiologis dapat diketahui kendateltla yang terjadi pada
pelaksanaan lelang objek jaminan gadai s&tggung jawab PERUM Pegadaian
dalam menyelesaikan kendala-kendala yang tegada pelaksanaan lelang.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahuird@pat 4 kendala yang terjadi pada
pelaksanaan pelelangan objek jaminan gadairi Raempat pelaksanaan lelang
tersebut dapat dipilah menjadi dua, yaknided@m yang berkaitan dengan nasabah
dan kendala yang berkaitan dengan benda @mielang serta dapat diketahui
tanggung jawab sebagai penyelesaian PERUM daega dalam mengatasi
permasalahan lelang.

Dengan adanya fakta-fakta yang telah diperoleaka untuk adanya kendala-
kendala dalam pelaksanaan lelang, hendaknygmnpan gadai yang dibuat bisa
lebih dipahami oleh pihak pemberi dan penarigadai.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Masalah jaminan utang merupakan masalah yemgat dan
sering dibicarakan.  Seiring dengan perkembangaaman dan
berkembangnya dunia ekonomi yang semakin pesahakin banyak pula
kebutuhan akan modal yang dibutuhkan oleh yarakat. Melihat
kebutuhan—-kebutuhan yang ada dalam masyaralat meningkatnya
jumlah kebutuhan masyarakat terutama masyargklangan bawah dan
kalangan menengah kebawah, perkreditan sand@@ierlukan dalam
membantu dan mendorong mengatasi kebutuhanyanaskst. Lembaga
perkreditan tersebut adalah lembaga jaminantara lain Perusahaan
Umum Pegadaian yang selanjutnya disebut demgsgadaian.

Melihat kebutuhan apa yang ada dalam masggrak
Pegadaian memiliki peran penting dan kewenangalam membantu dan
mendorong mengatasi kebutuhan masyarakat, denganyelenggarakan
kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atasar hukum gadai,
sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan pringpengelolaan
perusahaan.

Dalam memberikan pelayanan Pegadaian tidaksifaer
menarik dana atau uang, tetapi sebagai penyaedit dengan jaminan

1



benda bergerak. Untuk memperoleh kredit gbtmjaman dengan jumlah
yang tidak terlalu besar dengan jaminan bertdsgerak dan dengan
prosedur yang ringan dan cepat, Pegadaiaydaly dapat berperan sebagai
tempat yang paling tepat, dengan motto “m&sga masalah tanpa
masalah “.

Dalam memberikan pinjaman (kredit) Pegadaiagbagai
pemegang gadai atau kreditur melaksanakanmlamd dua fasé, fase
pertama perjanjian pinjam uang (kredit) dasef kedua penyerahan benda
gadai (objek jaminan) dalam kekuasaan penerigedai. Selain itu
Pegadaian juga menentukan beberapa hal, chagta tentang batas waktu
pelunasan pinjaman sebelum memutuskan untuknbeikan pinjaman
(kredit) kepada calon nasabah, sebab kreditgydisalurkan merupakan
utang yang dananya bersumber dari utang @esmasm Pegadaian, yang
harus dikembalikan kepada pemilik dana berikunhganya.

Mengingat sebagian besar pemberi gadai di adzegn
adalah masyarakat kalangan bawah dan menekghwah, dibanding
dengan debitur di kalangan Bank PemerintalankB Swasta, maupun
Koperasi, maka dari sini sering terjadi mabaldalam Pegadaian, antara
lain dimana pemberi gadai cedera janji (wasfasi) dalam hal pelunasan

pembayaran utangnya atau tidak dapat menebjek jaminan

! Mariam Darus Badrulzaman. Agustus 198%ncari Sistem Hukum Benda Nasiomadisi Kedua,
P.T. Alumni, Jakarta, h-92.



gadai tepat pada waktu jatuh tempo karenanyad kausa tertentu, antara
lain sakit, meninggal dunia, atau benar — betidak mampu membayar
karena faktor ekonomi yang dihadapi. Apabilemperi gadai tidak
melunasi uang pinjaman dalam jangka waktugy&slah disepakati (120
hari) maka Perum Pegadaian berhak melakuk@mepuhan piutang
dengan menjual barang yang dijadikan jamigi@mgan kekuasaan sendiri
melalui proses lelang yang terbagi dalam aBap yaitu pemberitahuan
lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaamdelatau melalui perantaraan
hakim menurut cara yang ditentukan. Untuk na@atkan pelunasan uang
pinjaman atau pengembalian kredit dari pemlgardai yang cedera janiji,
proses pelelangan terkadang tidak dapat harjalengan lancar atau
mengakibatkan terjadinya hasil pelelangan y&igh rendah.

Dalam hal pelelangan salah satu permasalalyamg
dihadapi Pegadaian adalah terjadinya kend#&#al suatu keadaan yang
menimbulkan kerugian baik bagi pemberi gadtaupun bagi pemegang
gadai, serta kewajiban Pegadaian yang ikuttabggung jawab dalam
mengatasi permasalahan, antara lain nasalglk tierima atau komplain
pada waktu pelelangan, barang jaminan tidaku lalilelang, harga jual
lelang lebih rendah dari harga pasar, dan cologa pihak ketiga pada
saat pelelangan. Hal seperti ini disebabkagh chdanya beberapa faktor,
antara lain :

1. Kelalaian pemberi gadai.

2. Hilangnya barang gadai pada saat dilelang.



3. Kurangnya minat pembeli terhadap baranggydilelang.

4. Barang jaminan gadai milik pihak ketfga.

Faktor—faktor tersebut menyebabkan timbulnyadikéa pelaksanaan lelang
ataupun kerugian baik bagi pihak pemberi gadaupun pihak Pegadaian
sendiri, dengan kata lain secanggih apapwsiemi deteksi tidak akan
membawakan hasil yang memuaskan apabila faki@nusia atau pemberi
gadai kurang mempunyai kesadaran dan rasaguaggjawab memenubhi
kewajiban, dalam terciptanya ketertiban jalanngerjanjian gadai yang
telah disepakati.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas gentmtuk
diteliti tentang pelaksanaan dan kendala dafmtelangan barang jaminan
gadai, serta upaya Pegadaian dalam menangzsiko proses lelang,
berdasarkan hukum yang berlaku dalam hal pembadai wanprestasi.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penefiglakukan studi di Perum

Pegadaian Cabang Sumberpucung sebagai Pergaddran Konvensional.

B. Perumusan Masalah.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatasamaksalah penelitian dapat

dirumuskan sebagai berikut :

2 Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Pegadaidmai@a Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal
17 November 2007.



1. Apa saja kendala yang dihadapi (PERUM) Pegadalalam proses
pelelangan objek jaminan gadai akibat pemigadai wanprestasi.
2. Bagaimana tanggung jawab (PERUM) Pegadaiammadep pemilik

objek gadai dalam mengatasi terjadinya perfahsa lelang.

Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui, menjabarkan, dan mendeskaipsapa saja kendala
yang pernah dihadapi oleh Perum Pegadaianubsaegan dengan
pelelangan barang jaminan gadai.

2. Untuk menentukan upaya—upaya yang dapat kulkén dalam
menanggulangi / mengatasi kendala yang dihaddgdam pelelangan
barang jaminan, berdasarkan hukum jaminan yangngacu pada

peraturan tentang gadai.

Manfaat Penelitian.
1. Manfaat Teoritis.

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermahfgebagai referensi
ilmiah (bahan pustaka) untuk menunjang probefajar mengajar
bagi segenap aktifitas akademika khususnyaFakultas Hukum
Universitas Brawijaya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikadasar untuk
penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaantas kendala dalam

pelelangan barang jaminan gadai.



c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfdagi kalangan
praktisi yang bergerak di bidang organisasruBahaan Umum
Pegadaian.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Para Pihak.

Sebagai bahan masukan untuk membantu memberikBbrmasi
guna mengambil langkah dalam menentukan Kebja untuk
mencapai maksud dan tujuan Perum Pegadaiauaisedengan
ketentuan hukum.

b. Bagi Perum Pegadaian.

Sebagai wawasan dalam menambah informasi mangeotivasi
Perum Pegadaian dalam menggunakan jasa untekingkatkan
kinerjanya.

c. Bagi Masyarakat.

Sebagai masukan atau bahan pertimbangan umbgknberikan
sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan masaalg ada.
Sistematika Penulisan.
Untuk memperoleh gambaran secara menyelurmtartg@ isi pembahasan
dalam penulisan penelitian ini, maka secal@bal disistematisir sebagai

berikut :



BAB |

BAB I

PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penuligamg memuat
latar belakang, rumusan masalah, tujuan pgereli manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan.

KAJIAN PUSTAKA

Memuat uraian secara konsepsional mengenaiarKapmum
tentang Perum Pegadaian, Pelelangan barangngamgadai,
Perjanjian jaminan gadai, dan Wanprestasi. ajiadk umum
tentang Perum Pegadaian antara lain, sejéabhinya Perum
Pegadaian, pengertian gadai, tujuan Perum daega produk —
produk gadai, tugas pokok dan fungsi PeruegaBaian, serta
sifat usaha dan sifat umum Perum Pegadaiajian umum
tentang pelelangan barang jaminan gadai aritana pengertian
lelang, subjek dan objek lelang, serta hak #ewajiban subjek
lelang. Kajian umum tentang perjanjian jamingadai antara
lain, pengertian perjanjian, pengertian jamjnaterjadinya
perjanjian jaminan gadai, subjek dan objekdaga hak dan
kewajiban pemegang gadai, hak dan kewajibamberi gadai,
sebab-sebab hapusnya perjanjian gadai. Kajismum tentang
wanprestasi antara lain, pengertian wanpresti#si terjadinya

wanprestasi.



BAB I

BAB IV

BAB V

METODE PENELITIAN.

Dalam bab ini akan membahas mengenai peratekatan
metode pendekatan atau jenis penelitian, iokaselitian, jenis
dan sumber data, teknik memperoleh data, Ipspulan sampel,
teknik analisis data, serta definisi operasion

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Bab ini merupakan pokok pembahasan hasil Ip@ne dan
permasalahan yang diangkat dalam penelitiamgymeliputi sub
bahasan mengenai sejarah singkat Perum Pagad@abang
Sumberpucung, prosedur pelaksanaan lelang, akendyang
dihadapi perum pegadaian dalam pelelangan ngagaminan
gadai, serta upaya penyelesaian atau tanggumgb pegadaian
dalam mengatasi resiko.

PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari keselurulmemulisan yang
berisi kesimpulan yang merupakan hasil dagidan penelitian
mengenai permasalahan yang diangkat denganggueakan
metode—metode yang telah disebutkan. Bab ijuga
menyertakan saran—-saran yang mungkin diperlukbagi
penelitian lebih lanjut mengenai masalah—-masakmaru yang
berkaitan dengan permasalahan dalam penuligan dan
menjadi masukan bagi nasabah dan lembagangana yang

bersangkutan.



BAB I
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang (PERUM) Pegadaian :
1. Sejarah lahirnya Perum Pegadaian.
Pegadaian sebagai lembaga perkreditan yangberéan
pinjaman uang dengan jaminan barang bergeéeetdh lama dikenal di
Indonesia, yaitu sejak masa penjajahan Belandd@alam
perkembangannya sampai sekarang lembaga ilah tenengalami 6
(enam) masa yakfi:
a. Pada masa VOC (1746 —1811).
Pada abad XVII, Vereenigde Oost Indische
Compagnie (VOC) datang ke Indonesia dengan tujuan dpadg
dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiaejak tahun
1746 VOC telah mendirikan Bank Van Leeningjty lembaga kredit
yang memberikan kredit dengan sistem gadaiuku pertama kalinya
didirikan di Jakarta (Batavia) berdasarkan utepan Gubernur
Jenderal van Imhoff tanggal 20 Agustus 17¢éng kemudian
menjadi cikal bakal Pegadaian di IndonesiankB Van Leening ini

merupakan usaha patungan antara pemerintatiaHiBelanda dengan

3 Ketut SetyonMenapak Ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa, LJakarta April 2001, h-39
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pihak swasta yang modalnya dua pertiga bagian pemerintah
VOC dan sepertiga bagian disediakan oleh tawas
. Pada masa penjajahan Inggris (1811 — 18)6

Pada tahun 1800 masa kekuasaan Hindia Belanda
beralih kepada pemerintah Inggris. Pada maesmerintahan Inggris
ini selaku penguasa adalah Gubernur Jend&rmas Stamford
Rafflees yang tidak sependapat apabila Barn Weening dikelola
atau dikuasai pemerintah. Hal ini disebabkdarena adanya
pemikiran bahwa Bank tidaklah wajar jika dikai pemerintah
sehingga pada masa ini Bank Van Leening pdibadan sebagai
gantinya adalah perusahaan — perusahaan gadastas berdasarkan
jin (licentie) dari pemerintah atau dengan kata lain IBalsistem
licentie ini menetapkan bahwa setiap orang diperbalehknenerima
gadai asal memiliki ijin dari pemerintah d#ersetempat.

Namun sistemlicentie ini pada tahun 1814 dihapus
karena dengan sistem tersebut terjadi pemertesdadap masyarakat,
sehingga sistem licentie pendirian Pegadaian diganti dengan
Openbaare Verpachlimana hak mendirikan Pegadaian di wilayah
tertentu diberikan kepada umum yang sanggugmlimayar setoran
tertinggi kepada pemerintah. Perusahaan gaeasta ini dalam
prakteknya menyimpang dari aturan yang tedabtapkan,
antara lain :

1. Menetapkan sewa modal sendiri.
2. Tidak melaksanakan lelang atas jaminangyiaak ditebus.
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3. Tidak membayarkan uang kelebihan.
4. Tidak melaksanakan tata usaha yang tefatur
c. Pada masa penjajahan Belanda ( 181 1942).
Penyimpangan — penyimpangan pada masa penjajahan
Belanda semakin berkembang, akibatnya padantdl870 Openbaare
Verpacht diganti lagi dengarLicentie Stelseldengan maksud untuk
mengurangi pelanggaran yang merugikan masyard&a pemerintah.
Tapi ternyata penggantian ini tidak memenuttari apa yang
diharapkan, sehingga timbul kesulitan bagi @emiah untuk
menyelenggarakan sendiri badan perkreditan igada
Dengan adanya penyimpangan—penyimpangan tersebut
lahirlah  konsep  pengelolaan gadai  olelpemerintah secara
monopolitis dengan mendirikan pegadaian neg@andhuisdienst
Pada tanggal 12 Maret 1901 didirikan Pegadaiblegara di
Sukabumi (Stb No. 131 tahun 1901) dan ptdegal 1 April 1901
Pegadaian Negara di Sukabumi diresmikan sebBggadaian yang
pertama di Indonesia, kemudian muncullah kgabardonasi tentang
pendirian pegadaian negara yang dikeluarkan qglemerintah. Dalam
ordonasi tersebut pemerintah menyatakan bahwa :
1. Penyelenggaraan Rumah Gadai dilakukan oldgara dan

dilarang bagi swasta untuk menyelanggarakamahu gadai.

* Sjamsir Kadir,Aspek-Aspek Hukum Lembaga Gadhikarta, November 1991, h-3.
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2. Tujuan didirikan dan diselenggarakan oleégara adalah untuk
memberantas lintah darat, rentenir atau pkakiba gelap yang
memberatkan masyarakat ketil.

Pembukaan Pegadaian Negara yang dikuasai
pemerintah itu merupakan percobaan, dan mrhdsil dengan baik
sehingga pada tahun 1902 dibuka Pegadaiarardlegang kedua di
Cianjur. Kemudian pada tahun 1903 dibuka Idgegadaian di
Purworejo, Bogor, Tasikmalaya, Cikakak, danmé&hi. Pada tahun
1917 semua Pegadaian di Jawa dan Madura yhksgjenggarakan
oleh pemerintah sudah berada di tangan petabri tetapi untuk
daerah luar Jawa dan Madura, orang masih pueyai kesempatan
untuk mendirikan Pegadaian swasta dengan mahdésensi dari
pemerintah. Kemudian dengan adanya (Stb. K®. tahun 1917)
diberlakukan monopoli pemerintah di daerah yéabgrta. Adanya
perkembangan seperti ini pada tahun 1917.amimsemua Pegadaian
menjadi monopoli pemerintah. Selanjutnya, tidakna kemudian (Stb.
No. 28 jo No 420 tahun 1921) menetapkanwaalpenyelenggaraan
pegadaian di luar Jawa dan Madura dilakuk@eh pemerintah,
sehingga dengan demikian sejak tahun 192l1adaggn diseluruh
Indonesia diselenggarakan menjadi monopoli penad. Pada tahun

1930 untuk meningkatkan peran dan efektifidsngan

5 Ibid
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(Stb No. 266 tahun 1930) Pegadaian Negatetagkan atau diubah
statusnya sebagai suatu jawatan, yaitu lembagami yang
merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan.

. Pada masa penjajahan Jepang (1942945).

Pada masa ini Bangsa Jepang menduduki In@dones
saat pertengahan tahun 1942, dan mengetahlmvab di Pegadaian
tersimpan harta benda masyarakat. Jepang mskamt agar barang-
barang jaminan emas dan permata dijual kepadgara Dai Nippon.
Pegadaian berada di bawah pimpinan orang ndep@ng bernama
Ohno-San, barang-barang jaminan yang tidagbdg oleh pemiliknya
diambil dan menjadi milik Pemerintah Jepangnghn alasan untuk
kepentingan perang. Selanjutnya lelang baragnlg jaminan emas,
permata, dan logam lainnya dihapuskan. Pegadgang menyimpan
barang-barang berharga milik masyarakat tidakut dari aksi
perampasan, banyak Kepala Cabang Pegadaiam peaktu itu
berupaya melakukan penyelamatan barang miligsyarakat yang
sedang menjadi jaminan Pegadaian. Setelahngepeenyerah kepada
Sekutu tahun 1945, Jepang yang tidak ingenyarahkan Indonesia
kepada Belanda mendukung pemerintahan yang teabentuk, yakni
berbagai Jawatan dan kelembagaan diserahkpad&epemerintahan

bangsa Indonesia.
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e. Pada masa sesudah kemerdekaan (1945 — 1p57

Setelah diproklamasikan kemerdekaan pada tangga
17 Agustus 1945, maka Pemerintahan Jepangalitberpada
Pemerintahan Republik Indonesia dibawah pimpinslr. Saubari
sebagai Kepala Jawatan Pegadaian yang tidaka | kemudian
diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Departeienangan dengan
status Jawatan dibawah Kementrian KeuangananAlketapi masa
jabatannya singkat karena kondisi Negara Répubdonesia masih
sangat lemah, tidak banyak yang bisa dilakuka

Dalam kondisi kacau balau pada tahun 194&Gtiaw
di bawah pimpinan Hendarsin Tjokrosoedirdjo, ngya mencoba
menyatukan kembali koordinasi kantor-kantor,laise mengalami
kesulitan komunikasi karena pejabat dan pepaméah kemana, dan
banyaknya kantor yang tidak diketahui nasibny@emudian pada
tahun 1950 Kepala Jawatan diganti oleh Bapskmad dengan
diselenggarakannya konperensi Inspektur selutionesia. Dalam
konperensi itu ditetapkan bahwa pimpinan Daedaspeksi harus
segera melaksanakan pengambilan Pegadaiana sewaryeluruh.

f. Pada masa pembangunan.

Setelah Bapak Ahmad tidak berkedudukan sebagai

Kepala Jawatan, pada tahun 1957-1961 kedudy&ardigantikan

oleh Bapak Soewardi. Pada masa kepemimpinabejiau
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membangun gedung Kantor Pusat berlantai 4g ysekarang masih
tegak berdiri sebagai pusat kegiatan opedasi pengendalian Perum
Pegadaian. Dalam penataan ekonomi di masabgegunan, sampai
saat ini Pegadaian mengalami beberapa pembadiatus bentuk
hukum perusahaan yang masing-masing mempukeakteristik dan
dinamika sendiri-sendiri.

1. Masa Status Perusahaan Negara (PN).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang (Perpu) No. 19 /1960 menetapkamwa semua
perusahaan yang modalnya beraasal dari peuaderinijadikan
Perusahaan Negara (PN). Tujuannya adalah untuk
menyederhanakan perusahaan-perusahaan Negata bgrtuknya
beraneka ragam hanya menjadi satu bentuk Ssg@mlan dengan
Perpu tersebut maka dengan Peraturan PenferifRapublik
Indonesia Tahun 1961 No. 178 tanggal 3 MB611 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 209gwatan
Pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahdagara (PN)
Pegadaian.

Ketika pada awal tahun 1963 Bapak Soewardi
mengajukan permohonan berhenti sebagai DireRiNr Pegadaian
dengan hak pensiun, kemudian jabatan diséeamakan kepada
pengganti sementara yaitu Bapak Machdum Zapexta tanggal

30 April 1963. Dalam Kompartemen ini PN Rdman yang
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sebelumnya berada di bawah Departemen UruBandapatan,
Pembiayaan dan Pengawasan kemudian dimasukieandalam
Departemen Urusan Bank Sentral bersama depgdmankan.

Akibat kekacauan ekonomi pada tanggal 30
September 1965 Direktur PN Pegadaian dianahih oleh R.
Soeharjo Soerojo dan pada tahun 1968 diamihl oleh R. Sidi
Pramono. Dengan kondisi sosial, ekonomi, @ahtik yang terus
menerus bergolak, PN Pegadaian dikembalikan Diepartemen
Keuangan Upaya tersebut tidak banyak menolokgndisi
Pegadaian tidak semakin baik, karena tambaheodal kerja
belum diperoleh.
. Masa Status Perusahaan Jawatan (PERJAN)

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 tahun
1969 mulai tanggal 1 Mei 1969 status PN ada@n diubah
menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadang dipegang
oleh Bapak R. Sidi Pramono. Setelah belianspun pada tanggal
31 Mei 1974 jabatan Kepala Perjan Pegaddiarrahkan kepada
penggantinya Bapak Hardjojo, bersama beberammng pejabat
lainnya seperti Bapak Soedjono, Bapak A.M.d&madi, Bapak
Akhmad Djunaedi, dan Bapak Soetojo Pegadaian.

Pada masa pemimpinan Bapak  Soedjono

Wirjosoedirdjo, beliau banyak mencurahkan peahapada
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pembangunan gedung Pegadaian dan operadfagzldaian. Buku
Tata Pekerjaan (BTP) yaitu manual pekerjaatuku cabang, yang
merupakan penyesuaian dan penyempurnaan d#ku Iserupa
peninggalan zaman Belanda. Dalam kondisi makonomi yang
sudah semakin membaik, pemerintahan relativelals stabil,
faktor keamanan, ketertiban, dan kepastian utmuk yang
merupakan pilar pokok sangat menunjang pengegdn dan
pemantapan langkah maju Pegadaian.

Setelah terjadi kemajuan di Pegadaian, kefmak
strategis dan operasional telah ditempuh dketk Moeljosedono
sebagai Pimpinan Pegadaian selama pelitanl Idgeriode 1968 -
1989. Pada masa kepemimpinannya yang sudsdh Bangkit dan
melangkah, mulai menatap kecerahan masa depdam berkas
sinar yang lebih terang ditunjang dengan kindekonomi
nasional yang semakin cerah. Langkah-langkalkebijdkan
operasional terdiri dari berbagai aspek, antarn :

a. Aspek operasional.
b. Aspek permodalan.
c. Aspek sarana fisik
d. Aspek pelayanan dan perkembangan usaha.
3. Masa Status Perusahaan Umum (PERUM).
Setelah Bapak Muljosedono pensiun sebagai

Kepala Perjan Pegadaian bulan Juni 1989adliganti oleh
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suatu Direksi Perjan Pegadaian yang terdiari dsatu orang
Direktur utama dan 3 orang Direktur Bapalan$jir Kadir, yang
menjabat sebagai Direktur Keuangan, Bapak AMSRtalaksana
sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan, dapak
Huzaimin sebagai Direktur Umum. Manajemen bamu melihat
bahwa Pegadaian mempunyai potensi besar ubttkembang
dan memberikan kontribusi yang lebih baik ddspstake-holder.
Pada waktu Pegadaian diberi julukan sebaféie Sleeping
Giant” (Raksasa tidur).

Sejak April 1990 status hukum dialihkan dari
Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusadeamm (Perum)
melalui PP 10 tahun 1990. Dengan perubahtatuss hukum
tersebut perusahaan dikelola layaknya sepeetiseroan Terbatas
(PT), hanya saja modal tidak terdiri darhesa.

Kepemimpinan Bapak Sjamsir Kadir selama
sekitar 11 tahun, telah membuahkan banyakalisegerubahan
bagi Pegadaian. Hampir di segala bidang, imddai bentuk SBK
(Surat Bukti Kredit) sampai kepada perubahlandaya kerja.
Pegadaian sekarang telah mengalami banyakbgiemn, kemajuan
yang sudah diperoleh selama ini akan menjadidasan yang
kokoh untuk memacu perkembangan perusahaah Isdpat lagi.

Persaingan semakin ketat sementara tuntutan
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konsumenpun semakin beragam, akan tetapi Begadetap akan
eksis.

Dalam melaksanakan sistem hukum jaminan ketsend
secara nasional, Perum Pegadaian masih mexkbleah hukum gadali
yang diatur sejak zaman Belanda pada BukuBdb XX pasal 1150 —
1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tent&ependaan. Akan
tetapi pemberlakuan hukum gadai KUH Perdajaedinya masih kurang
cukup karena masih sering terjadi masalah @alaksanaannya masih
kurang optimal.

Untuk menyempurnakan organisasi dan tata kelgai
timbulnya suatu kendala, perlu adanya pemkegla peraturan khusus
gadai yang dapat menambah motivasi dalam aganjkeamanan dan
keutuhan. Saat ini pemerintah mengeluarkanaté@n No. 103 Tahun
2000 yang bertumpu pada sistem hukum nasigaag mandiri. Selain
itu pemerintah juga menetapkan dan memberlkuKeputusan Direksi
Pegadaian No. Sm. 2/29/1990 dan Keputud@aeksi Pegadaian Sp. 3/
5/42 /1992 dengan harapan (PERUM) Pegadadapat berhati — hati
dalam melayani pemberi gadai yang melakukamjamman dan
penyerahan barang gadai sebagai jaminan.

. Pengertian Gadai.

Gadai menurut KUH Perdata Buku Il Bab XXsaa

1150 s/d pasal 1161 KUH Perdata tentang riddmn. Pihak yang

menggadaikan disebut pemberi gadai yaitu yaremyerahkan barang

19



gadai (debitur) sedang yang menerima gatalah pemegang gadai
yang menguasai benda gadai sebagai jaminatangnya (kreditur).

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, aGad
adalah suatu hak yang diperoleh seorang yaegiutang atas suatu
benda bergerak, yang diserahkan kepadanya s#ehang berutang atau
oleh seorang lain atas namanya, dan yang bewkan kekuasaan
kepada yang berpiutang untuk mengambil peamagari barang tersebut
secara didahulukan daripada orang—orang yamgpidtang lainnya,
dengan kekecualian biaya untuk melelang baréergebut dan biaya
yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkanmg@telah barang itu
digadaikan, biaya—biaya mana harus didahulukan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Gadai adalah
pinjaman uang dengan tanggungan barang.

Menurut Definisi Operasional, Gadai adalah pemnan
pinjaman (kredit) dalam jangka waktu terteyang telah ditetapkan oleh
perusahaan.

Pernyataan tersebut diatas menurut Oey Hoengl
mengandung beberapa unsur pokok :

a. Gadai lahir karena penyerahan kekuas#@a® laarang gadai kepada
kreditur.
b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debpemberi gadai atau

orang lain atas nama debitur.
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c. Barang yang menjadi objek gadai atau lwargadai hanyalah barang
bergerak
d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk merga pelunasan dari
barang gadai lebih dahulu daripada kreditwditar lainnys’
3. Tujuan Perum Pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103untah
2000 pasal 7, Tujuan Perum Pegadaian adalah :
Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakatutat®a golongan
menengah ke bawah melalui penyediaan dama @sar hukum gadai,
dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarketentuan peraturan
perundang—undangan yang berlaku, menghindarkaasyarakat dari
gadai gelap, praktek riba dan pinjaman—pinjant@ak wajar lainnya.
Atau juga dapat disimpulkan bahwa gadai ntempunyai tujuan yaitu
untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadau kreditur bahwa
piutangnya pasti dibayar dari nilai barangdajaatau jaminan yang
diberikan.
4.Produk — Produk Gadai.

Usaha yang dilakukan oleh Perum Pegadaianpaam
dengan sekarang adalah jasa gadai yaitu pe&nbé&kredit atas dasar
hukum gadai, dengan agunan barang bergelgherts perhiasan (emas,

berlian, dan batu mulia), barang elektrontiapé, televise, radio, ved

® Oey Hoey TiongJaminan Sebagai Unsur— Unsur PerikataBhalia Indonesia, Jakarta,
September 1984, h-17.
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dan lain-lain), dan kendaraan bermotor. Bgleeranovasi produk yang

diluncurkan oleh Perum Pegadaian adalah setmagikut :’

a. KCA (Kredit Cepat dan Aman).
Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukuyadai dengan
prosedur pelayanan yang mudah, aman dan .cépetgan KCA,
Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidakemiliki akses ke
dalam perbankan, sehingga rakyat kecil dapédtindar dari praktek
pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. K@&mberikan kredit
jangka pendek kepada masyarakat, maksimum kagangvaktu
kreditnya adalah 4 bulan atau 120 hari ddepat diperpanjang
hanya membayar sewa modalnya saja. Pemb@rigamannya mulai
dari Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 200.000.@f¥hgan jaminan
yang berupa benda bergerak, baik berupa tyapmnhiasan emas dan
berlian, elektronik, kendaraan maupun alat almntangga lainnya.

b. KREASI (Kredit Angsuran Fidusia).
KREASI adalah pemberian pinjaman uang yangjukan kepada
para pengusaha mikro dan kecil dengan meragun konstruksi
penjaminan kredit atas dasar Fidusia. Kredtas dasar fidusia
merupakan pengikatan jaminan dengan lembagayikstan jaminan

yang sempurna dan memberikan hak preferepadee kreditur,

" Perum PegadaiarProduk dan Jasa Pegadajamww.pegadaian.co.id, Diakses pada tanggal 4
Maret 2008.
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dengan jangka waktu pinjaman mulai dari didan, 18 bulan, 24
bulan, ataupun 36 bulan. Calon debitur harmdigayaratkan untuk
menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan kderm@PKB asli,
fotokopi STNK, dan faktur pembelian) sepedaton atau mobil saja.
KREASI adalah jaminan yang “ideal” bagi kitedi dan debitur,
dimana uang yang dipinjamkan kreditur akamapeterjamin, dan
bagi peminjam tetap dapat menggunakan kendataesebut untuk
menjalankan aktivitasnya.

c. KRASIDA (Kredit Angsuran Gadai).
KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepadaa ppengusaha
mikro dan kecil (dalam rangka pengembanga@ha)s atas dasar
gadai, dimana pengembalian pinjaman dilakukaglalui mekanisme
angsuran.®  Agunannya berupa perhiasan emas dan kemdaraa
bermotor, dengan jangka waktu pinjaman muari 12 bulan, 24
bulan, ataupun 36 bulan. Pelunasan kreditatdagiangsur setiap
bulan, dengan jumlah angsuran tetap.

d. Gadai Gabah.
Salah satu inovasi produk yang diluncurkaeholPegadaian adalah
Program Kredit Tunda Jual Komoditas pertaniamg lebih dikenal
dengan sebutan Gadai Gabah. Produk gadai hgahincurkan

dengan dasar untuk mengurangi kerugian pedlitiat perbedaan

8 Perum Pegadaiarredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDR)08, Pegadaian.co.id, diakses
tanggal 4 Maret 2008.
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harga jual gabah pada saat panen. Tujuamautgadai gabah adalah
untuk membantu petani, agar dapat menjualalgamiliknya sesuai
dengan harga dasar yang ditetapkan oleh patater karena ketika
terjadi panen, petani selalu menjadi pihangy dirugikan. Untuk
mencegah kerugian yang diderita oleh petadapsaat musim panen
akibat anjloknya harga gabah, maka Perum déga meluncurkan
gadai gabah. Dengan gadai gabah, petani dapabggadaiakan
gabahnya pada musim panen, untuk ditebus di@mal ketika harga
gabah kembali normal. Petani tidak lagi mahjsemua gabahnya
dengan harga murah pada saat musim panenjainkan
menyimpannya terlebih dahulu di gudang midgen yang menjadi
mitra Pegadaian. Petani menggadaikan sebagjabahnya pada
musim panen pada Perum Pegadaian dengan largp berlaku saat
itu, dan setelah harga kembali normal, petdapat menebusnya
dengan harga yang sama ketika menggadaik@ahgga, ditambah
dengan sewa modal sebesar 3,5 % perbulaa. shlama batas waktu
empat bulan (masa jatuh tempo kredit) petamlak dapat
menebusnya, maka gabah akan dilelang olehunPePegadaian.
Kelebihan harga gabah akan diberikan kepad@anp Gabah yang
diterima sebagai barang jaminan adalah Galbk&ring Giling
(GKGO0). Apabila gabah petani bukan gabah nkgrigiling, maka
petani akan dikenakan proses handling yarsarbga Rp. 110 per kg
(kilo gram).
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e. Kredit Serba Guna (KRESNA).
KRESNA merupakan pengembangan kredit golong§anyang biasa
dimanfaatkan oleh intern pegawai Pegadaianmp@a saat ini
KRESNA baru dapat dilakukan oleh pegawai Begm. Dengan
berjalannya waktu, produk KRESNA diharapkanpala diperluas
untuk dimanfaatkan oleh pegawai instansi ldinluar Pegadaian.
KRESNA di masa datang diharapkan dapat menmdduk yang
dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk umags kendaraan
bermotor, namun untuk sementara waktu, KRESh#ya ditujukan
untuk pemberian pinjaman uang kepada paraavpEg Perum
Pegadaian dan dilunasi dengan cara mengarggiap bulan selama
jangka waktu kredit, dengan dibebani sewa ahoskbesar 1,25 %
flat perbulan atau 15 % pertahun.

f. Jasa Titipan.
Jasa titipan dikenal dengan nar8afe deposit boxjika masyarakat
kesulitan mengamankan harta dan surat-surahatga di rumah
sendiri, maka dapat menyimpanannya di Pegadalangka waktu
penitipannya adalah dua minggu sampai dengatu tahun, dan
dapat diperpanjang lagi.

g. Jasa Taksiran.
Jasa taksiran adalah suatu layanan kepadgamkat yang peduli
akan harga atau nilai harta benda milikngaya jasa taksiran yang

relative ringan, membuat masyarakat dapat etahgi dengan
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pasti tentang nilai atau kualitas suatu mgraniliknya, setelah lebih
dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru takberpengalaman. Kepastian
nilai atau kualitas suatu barang, misalnyalikas emas atau batu
permata, dapat memberikan rasa aman dan ledsh pasti bahwa
barang tersebut benar-benar mempunyai nikasitasi.

h. RAHN (Gadai Syariah).
RAHN adalah produk Pegadaian yang berlandaskan aaesip-
prinsip syariah, dimana nasabah hanya dibelmaya administrasi
dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan bajenman ijarah).

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Perum Pegadaian.

Tugas pokok dari Perum Pegadaian sebagai yang

tercantum dalam pasal 3 ayat 2 KeputusarekBir Perusahaan Umum

Pegadaian No. Sm. 2/1/29/1990 tanggal Gktober 1990 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja (PERUM) Pegadaigajtu menyalurkan

uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Umh@nyelenggarakan tugas

pokok tersebut dalam pasal 3 ayat 2 di aRsrum Pegadaian

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mengelola penyaluran uang pinjaman atasardahukum gadai
dengan cara yang mudah, cepat, aman, damthem

b. Mengelola keuangan.

c. Mengelola perlengkapan

d. Mengelola kepegawaian, pendidikan, dan tipala.

e. Mengelola organisasi, tata kerja dan taksana.
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f. Melaksanakan Penelitian dan pengembangan.

g. Mengawasi pengelolaan Perusahaan.

. Sifat Usaha Dan Sifat Umum (PERUMJpPegadaian.

Sifat Usaha :

Perum Pegadaian merupakan badan usaha tunygoa
diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjanaas dasar hukum
gadai. Menurut pasal 6 Peraturan Pemerintaimdd 103 Tahun 2000
disebutkan bahwa : “Sifat usaha dari perusahadalah menyediakan
pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekalgesiupuk keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan®.

Sedangkan Sifat Umum Gadaialah sebagai berikut :

a. Benda yang menjadi objek gadai adal@dnda bergerak, baik
berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergetalak berwujud
antara lain adalah hak tagihaviofderingsrecht

b. Sifat Kebendaan.

Sifat ini ditentukan dalam pasal 528 KUH d&a yang mengatakan
“atas suatu kebendaan, seorang dapat mempuogiai kedudukan
berkuasa, baik hak milik, hak waris, hak gakasil, hak pengabdian
tanah, hak gadai tanah, hak gadai dan kipotsifat kebendaan

disini ialah untuk memberikan jaminan bagi

° Ibid
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pemegang gadai bahwa di kemudian hari pimygamgpasti dibayar
dari nilai barang jaminan.

c. Benda gadai dikuasai pemegang gadaeZit stelling.
Sesuai dengan benda gadai yang merupakanabbadyerak, maka
harus ada hubungan yang nyata antara beadapédmegang gadai.
Benda gadai harus diserahkan oleh pemberaigképada pemegang
gadai. Benda gadai tidak boleh berada dakakuasaan wakil atau
petugas pemberi gadai. Ratio dari penguasemn ialah sebagai
publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaamnijan) atas benda
bergerak itu ada pada pemegang gadai.

d. Hak menjual sendiri benda gadaRe¢ht Van Eingenmactige
Verkoop).
Pemegang gadai berhak menjual sendiri bayatiai dalam hal yang
berhutang ingkar janji (wanprestasi). Dari ihgsenjualannya berhak
mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga Oiaya dari
pendapatan penjualan itu. Hal ini juga berJaklalam hal pemberi
gadai pailit (pasal 1155 ayat 1 KUH Perdata)

e. Hak yang didahulukan (pasal 1133 jo. 1K%(H Perdata).
Accessoir bahwa gadai tergantung pada perjanjian kokgang

berupa perjanjian kredit.

% Mariam Darus Badrulzamamencari Sistem Hukum Benda Nasignalumni, Bandung, tahun
1997, h-90.
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B. Kajian Umum Tentang Pelelangan Barang Jaman Gadai :
1. Pengertian Lelang.

Menurut Ordonansi 28 Februari 1908 Lembardegara
08-189 Tentang Peraturan LelangehdureglementPasal 1, Lelang
adalah mencari harga setinggi—tingginya dengaemberi kesempatan
kepada umum yang memenuhi syarat untuk mekgad persaingan
penawaran secara bebas, baik tertutup matgrboka. !

Menurut Pedoman Pegadaian, Lelang adalah upaya
pengembalian uang pinjaman beserta sewa modalg tidak dilunasi
sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha dilakukan dengan
penjualan barang jaminan tersebut kepada urpada waktu yang telah
ditentukan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Lelang adalah
penjualan dimuka umum.

Menurut Definisi Operasional, Lelang adaladal satu
cara bagi Pegadaian untuk menuntut pemenybamgembalian kredit
atas debitur yang ingkar janji, yang berupanjualan barang yang
dijadikan jaminan dimuka umum untuk memperolemendapatkan
kembali kreditnya.

Menurut Ensklipodedia, Lelang adalah akibati daada

tidak dilunasinya uang pinjaman oleh pemlgadai (debitur),

1 pasal 1Lembaran Negaral908 No. 189.
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dimana setelah jangka waktu pelunasan habgaddian berhak menjual
barang jaminan pemberi gadai tersebut sedatang atau menjual
barang gadai dimuka umum tanpa perantarafilmha

Jadi Lelang, merupakan suatu proses yan@dieqntara
dua titik yaitu saat dimana seseorang hendanjual sesuatu, yaitu
saat dinyatakan di muka umum dan lelang sélesai pada saat terjadi
atau tercapai kesepakatan yang dapat tepada saat dihentikan atau
pada saat diluluskan (dijuaty.

Perum Pegadaian mempunyai hak untuk menjaatis
barang jaminan gadai apabila pemberi gadiktimemenuhi kewajiban
untuk melakukan pelunasan terhadap hutanghydang dilakukan di
kantor Perum Pegadaian sendiri tidak pernalakshdnakan di balai
lelang. Hal ini sesuai dengdPandhuis Reglemerdtau ADP (Anggaran
Dasar Pegadaian) pasal 17 ayat 1 dan phgabin ke a isi perjanjian
gadai yang termuat di dalam SBK. Selain Rarum Pegadaian lebih
mengetahui taksiran nilai barang jaminan dbbih cepat dalam
menentukan harga. Dengan pelaksanaan lelangumPePegadaian
diharapkan dapat mengambil pelunasan piutaagg ydiberikan kepada

pemberi gadai beserta bunga dan biaya uptrkyelamatan barang.

12 Rohmat Sumitro Peraturan Dan Intruksi LelangEresco Bandung, 1987 h-155

30



Lelang di Perum Pegadaian dilakukan secaréuke,
artinya pembeli dipersilahkan langsung melakulgenawaran pada juru
lelang, sehingga penawaran itu akan diketableh peserta lelang
lainnya. Perum Pegadaian diharapkan dapat mdggelunasan piutang
yang diberikan kepada pemberi gadai besertagd dan biaya untuk
penyelamatan barang. Harga penawaran yangngpalinggi akan
dianggap sebagai pembeli dan berhak atasndpat@rsebut. Pelaksanaan
lelang Perum Pegadaian diharapkan dapat mdriggelunasan piutang
yang diberikan kepada pemberi gadai besertagd dan biaya untuk
penyelamatan barang.

2. Objek Lelang.
Objek lelang adalah barang yang dapat digdikaminan yaitu barang
bergerak, antara lain :
1. Kain, seperti bahan paRkaikain sarung, seprei, permadani.
2. Barang perhiasan (loganm geermata), seperti emas / perak / platina,
berlian dan batu mulia.
3. Kendaraan, seperti mob#peda motor dan sepeda.

4. Barang rumah tangga, segeetabotan, elektronika, gerab&h.

13 pedoman Operasional Kantor Cabang Pengeldfaadit Gadai, h-lll. E. 1
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3. Subjek Lelang.
Subjek lelang adalah pihak—pihak yang terlibalam pelelangan gadai

yaitu orang—orang yang menurut hukum cakaplakngan perbuatan

hukum:
1. Pembeli barang lelang.
Yaitu pihak—pihak yang diberi kebebasantuk menawar barang
jaminan yang dilelang.
2. Penjual barang lelang.
Yaitu pihak yang mempunyai hak untokenjual barang
jaminan atas kekuasaan sendiri (pihak ¢eega sendiri) tanpa
perantara Hakim, apabila ternyata debitur apmumberi gadai tidak
memenuhi kewajibannya sampai batas waktu yetah ditentukan.
4. Hak Dan Kewajiban Subjek Lelang.
Secara umum hak dan kewajimubjek pelelangan barang jaminan
gadai adalah sebagai berikut :

1. Pembeli Barang Lelang:

a. Hak : menerima barangangl sebagai timbal balik atas
dibelinya dengan pembayaran secara tunai.

b. Kewajiban : membayar harga baramjan sesuai kesepakatan
secara tunai dan membayar ongkos lelang asesu

kesepakatan.
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2. Penjual Barang Lelang:

a. Hak : menerima pembayaran secawmait dari  pihak
pembeli atas barang yang dilelangijdatl oleh
Pegadaian sebagai akibat dari debitur yaiogk t
melunasi utang dan menerima ongkos lelaag d
pembeli sebesar yang telah disepakati.

b. Kewajiban: menyerahkan barang serta manjabahwa pembeli
dapat memiliki barang dengan tentram.

Sedangkan menurut Subekti, hak dan kewajibabjek

pelelangan gadai pada dasarnya adalah halajikew penjual dan

pembeli barang lelang pada Pegadaian, yaitenyarahkan atau

memindahkan hak miliknya atas barang yangwditkan bagi (pihak

penjual), dan membayar harga yang disetujuitjgamgan sejumlah

uang bagi (pihak pembeli), dengan sistem heli.

C. Kajian Umum Tentang Perjanjian Jaminan Gadai :
1. Pengertian Perjanjian.
a. Menurut Prof. Subekti.
Perjanjian adalah suatu peristiwva dimana s$asgo berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu @alimerjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal dimana hubunganbtrsmenimbulkan

suatu perikatan. Perjanjian juga bisa dinamalzersetujuan”
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karena kedua pihak tersebut setuju untuk kokkn sesuatd?

b. Menurut Kamus Bahasa Indonesia.
Perjanjian adalah pernyataan kesanggupan pangpa ikrar.

c. Menurut Definisi Operasabn
Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat rsete@ersama — sama
dalam kondisi yang telah disetujui oleh parhak dengan kewajiban
menjalankan apa yang telah disepakati.

d. Menurut pasal 1313 BW.
Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan msata orang lain atau
lebih.
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, rdaktian memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarai#t mengadakan
perjanjian yang berisi apa saja dimana sedlmmgan ketertiban
umum dan kesusilaan.

Perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (duayrama yaitu :

1. Perjanjian Tidak Tertulis.
Perjanjian tidak tertulis hanya didasarkansateesepakatan kedua
belah pihak yang dilakukan secara lisan, dengienggunakan suatu

azas kebebasan berkontrak dimana perjanjiak ttertulis ini

14 R. Subekti,Hukum Perjanjian Intermasa, Jakarta, 1990 h-1
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meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum d&ekuatan

pembuktian tetap mengikat kedua pihak.
2. Perjanjian Tertulis.

Perjanjian tertulis dibagai menjadi 2 yaitktaa otentik dan akta

dibawah tangan. Akta tertulis disusun kedwdalb pihak dihadapan

notaris, dan mempunyai kekuatan hukum yansti pgtau sah sesuai

Undang-undang yang berlaku dan kekuatan penaloukyang dapat

dipertanggung-jawabkan. Sedangkan Akta dibawahgan disusun

sesuai kesepakatan kedua pihak tanpa dihadaptaris tetapi tetap

menimbulkan suatu hubungan hukum yang mendieai keduanya.

2. Pengertian Jaminan.
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari baha

Belanda, yaituzekerheid atau cautie Zekerheid atau cautie mencakup
secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuagihannya,
disamping pertanggungjawaban umum debitur tEghabarang-barangnya.
Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasigaay diselenggarakan
di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai denda® Juli 1977 telah
disimpulkan pengertian jaminan, yang dimaksighgan jaminan adalah
menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat laiindengan uang yang
timbul dari suatu perikatan hukum, oleh karatu hukum jaminan erat

sekali dengan hukum benda.
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Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Jaminan adalah
barang yang diserahkan sebagai ganti daladakmien suatu perjanjian
atau perikatan.

Menurut Definisi Operasional, Jaminan adalabgata
sesuatu yang diserahkan sebagai ganti tanggungituk memperoleh
uang, sebelum pihak memenuhi kewajiban. Kdastrujaminan dalam
definisi tersebut ada kesamaan dengan yakgmiikakan oleh Hartono
Hadisoeprapto dan M. Bahsan.

Hartono Hadisoeprapto berpendapat bahwa jaminan
adalah sesuatu yang diberikan kepada krediintuk menimbulkan
keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiljang dapat dinilai
dengan uang, yang timbul dari suatu perikatanistilah lain yang
digunakan oleh M. Bahsan bahwa jaminan adatarupakan segala
sesuatu yang diserahkan oleh debitur padaliture untuk menjamin
suatu hutang-piutang dalam masyarakat.

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum ybaeadaku
di Indonesia dan yang berlaku di luar Negraminan dapat dibedakan
menjadi 2 (dua) macam, yaitl:

1. Jaminan Materiil (kebendaan), yaitu jaminarbeékedaan dan

2. Jaminan Imateriil (perseorangan), yaitu jamirgerorangan.

5 H. salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indone$td. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004, h-22.

16 'M. Bahsan Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesiejeki Agung, Jakarta, 2002, h-148.
' H. salim H.SOp.cit h-23
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Jaminan kebendaan adalah jaminan yang behgéa
kekayaan, baik benda maupun hak kebendaang yhberikan dengan
cara pemisahan bagian dari harta kekayaark tari debitur maupun
dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhanvakban-kewajiban
pemberi gadai kepada kreditur, apabila debyaing bersangkutan cidera
janji (wanprestasi)’® Menurut sifatnya, jaminan kebendaan terb&gi
(dua), yaitu jaminan dengan benda berwujucaténmal), dan jaminan
benda tak berwujud (immaterial). Benda benrdujdapat berupa benda
atau barang bergerak dan barang tidak bdrgesmdangkan benda yang
tidak berwujud biasanya berupa hak tagih.

Jaminan perorangan (personal guarantee) adalaiman
berupa pernyataan kesanggupan yang diberikleh @eorang pihak
ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kbesj debitur kepada
kreditur, apabila debitur yang bersangkutadleca janji. Pada dasarnya
jaminan perorangan adalah suatu penanggungaandy yang diatur
dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850H Kérdata.
Penanggungan hutang merupakan suatu persetujd@mgan mana
seseorang pihak ketiga, guna kepentingan pihang berpiutang,
mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan kihgang berhutang,

apabila pemberi gadai tidak dapat memenuhitiya.

8 Hasanudin RahmarAspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankamdbnesia P.T. Citra
aditya Bakti, Bandung, 1995, h-180.
19 pasal 1820 KUH Perdata.
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Sri. Soedewi  Masjchoen  Sofwan  mengemukakan
pengertian jaminan materiil (kebendaan) damminan perorangan.
Jaminan materiil adalah “Jaminan yang beringk mutlak atas suatu
benda, ciri-cirinya adalah memiliki hubungamndsung atas benda
tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapselalu mengikuti
bendanya dan dapat dialihkan, sedangkan jamimaateriil (perorangan)
adalah jaminan yang menimbulkan hubungan lamgspada perorangan
tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadabitul tertentu, dan
terhadap harta kekayaan debitur umumn¥a”.

Dari uraian-uraian diatas, dapat dikemukakasucrunsur
yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu :

1. Hak mutlak atas suatu benda.

2. Memiliki hubungan langsung atas benda tertentu

3. Dapat dipertahankan dari siapapun.

4. Selalu mengikuti bendanya.

5. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur-unsur jaminan perorangan, yaitu :

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertent

2. Hanya dapat dipertahankan terhadap pembemi gadentu, dan

3. Terhadap harta kekayaan pemberi gadai umumnya.

% gri Soedewi Masjchoen SofwaHpukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan
Dan Jaminan PeroranganLiberty, Yogyakarta, 2001, h 46-47
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Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHaRer
selain sifat-sifat tersebut, yang membedakak MKkebendaan dan hak
perorangan ialah adanya asas prioriteit phdk kebendaan dan asas
kesamaan pada hak perorangan. Pada hak Ileglventhengenal asas
bahwa hak kebendaan lebih tua (lebih dulgadg lebih diutamakan
daripada hak kebendaan yang terjadi kemudsedangkan pada hak
perorangan mengenal asas kesamaan, artingk tdembedakan mana
piutang yang lebih dulu terjadi dan piutaygng terjadi kemudian,
semuanya memiliki kedudukan yang sama terhatlapta kekayaan
debitur

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaasaladn
untuk memberikan hak verhaal (hak untuk méminpemenuhan
piutangnya) kepada kreditur, terhadap hasilnjysan benda-benda
tertentu dari debitur untuk pemenuhan pitaagnygedangkan tujuan
jJaminan yang bersifat perorangan adalah mekderhak verhaal kepada
kreditur, terhadap seluruh benda debitur unm&mperoleh pemenuhan
piutangnya.

. Terjadinya Perjanjian Jaminan Gadai.

Perjanjian  jaminan, biasa dikontruksikan sebaga

perjanjian yang bersifat accessoir, yaitu @gian yang dikaitkan dengan

perjanjian pokok (mengabdi pada perjanjiangbdkdan tidak dapat
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berdiri sendiri, misalnya perjanjian gadainga merupakan perjanjian
tambahan dari perjanjian hutang-piutafig.

Pada prakteknya perjanjian jaminan gadai &dala
perjanjian pemberian kredit atau perjanjianngya membuka kredit,
dengan kesanggupan memberikan jaminan bera@pandp bergerak yang
berwujud, kemudian diikuti dengan perjanjianenjaminan secara
tersendiri yang merupakan tambahan (accesstar) perjanjian pokok
tersebut.

Perjanjian jaminan gadai dimaksudkan untuk besn
hak gadai gandovereenkonmjstkepada pihak yang akan menggadaikan
benda bergerak yang berwujud, dengan ketentugng telah
diperjanjikan. Gadai dapat terjadi apabila ag@&rjanjian pinjam -
meminjam uang dan penyerahan barang jamini@h @ihak pemberi
gadai. Perjanjian pinjam — meminjam uang damyprahan barang gadai,
dijelaskan sebagai berikut :

a. Perjanjian pinjam — meminjam uang.
Perjanjian ini dituangkan dalam Surat Buktredit (SBK) atau
Surat Bukti Utang® Dalam SBK tersebut disebutkan nama pemberi
pinjaman Perum Pegadaian, penerima uang pamamjumlah
pinjaman, jangka waktu pinjaman, suku bunga diang kelebihan

jlka memang ada. Seseorang yang akan meminjang,

2L gri Soedewi Masjhoen Sofwafp.cit h-37
% Mariam Darus Badrulzamam®ab — Bab tentang Creditverband, Gadai Dan ugid, Alumni,
Bandung 1977, h-76.
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membawa benda gadainya ke Perum Pegadaianudi@n benda
tersebut akan di taksir, dan penaksir akaenuls pada lembar
SBK besar taksiran barang gadai serta metabekan pada
peminjam besar taksiran tersebut, selanjutny@nanyakan berapa
besar pinjaman yang diperlukan debitur, jikelah tercapai
kesepakatan mengenai besarnya uang pinjamda mpada lembar
SBK tadi akan dicantumkan besarnya uang mam dan akhirnya
datang ke kasir untuk memperoleh pinjamanesab yang tertera
pada lembar SBK tersebut.
b. Penyerahan barang gadai.
Barang gadai diserahkan kepada Perum Pegadpeoa saat
penandatanganan SBK. Penyerahan barang tertasiadi pada saat
yang bersamaan dengan penandatanganan SBKgamedemikian
dapat disimpulkan bahwa saat terjadinya haklag adalah pada
waktu SBK ditandangani.
Dalam terjadinya gadai, berdasarkan ketentierum
Pegadaian, cara menggadaikan barang jaminapahditempuh melalui 3
(tiga) tahap, yakni sebagai berikdt :
1. Pemberi gadai wajib membawa barang yakgn adijaminkan ke

Loket Penaksir.

% Brosur Milik Perum Pegadaian, Sumberpucuagun 2007.
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2. Setelah melalui Loket Penaksir, pemberlagavajib ketempat Loket
Kasir.

3. Setelah melalui Loket Kasir, pemberi gadejib datang ke bagian
Penulis SBK (Surat Bukti Kredit) dan menerirkiedit.

Berdasarkan ketentuan yang tersebut diataspatda
diketahui bahwa perjanjian jaminan gadai dapatjadi apabila ada
perjanjian pinjam-meminjam uang serta penyarah@arang jaminan
gadai, dan gadai dapat dilakukan dengan mpulemtiga tahap
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perumadraan.

5. Subjek Dan Objek Gadai.
Subjek hukum dari perjanjian gadai msiip
a. Pemberi gadaafdgevey.
Yakni pihak yang berwgan
b. Pemegang gadpar(dnemex
Yakni pihak yang berping (Perum Pegadaiaf.
Objek hukum dari perjanjian gadai :

Dilihat dari definisi gadai, maka yang memjadbjek

gadai adalah benda bergerak, baik yang badvumaupun tidak

berwujud?

24 H. Salim HS.Perkembangan Hukum Jaminan Di Indongslakarta, tahun 2004, h-36
% Ridwan SyahroniSeluk Beluk Dan Asas — Asas Hukum Perdatamni, Bandung, tahun 1989,
h-156
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Adapun objek dari gadai yang dipakai jaminsglama
ini pada Perum Pegadaian adalah barang ladrgeang berwujud, yakni
meliputi 2 (dua) macam antara lain :

a. Logam mulia, misalnya emas (perhiasanjipt& dan uang emas.
b. Bukan logam mulia, misalnya barang gealektronik (mesin
jahit), barang pecah belah dan kain.

Barang jaminan diatas digolongkan dalam empatam
yaitu golongan A, B, C, dan D, yang penggiEnnya didasarkan pada
besarnya uang pinjaman, jangka waktu pinjantm besarnya sewa
modal.

6. Hak Dan Kewajiban Pemegang Gadai.
a. Hak Pemegang Gadai.
Pemegang gadai mempunyai hak sebagdkuberi
1. Menjual dengan kekuasaan serfBiarate Eksekuki
Apabila peminjam uang tidak memenuhi kewajiban

membayar hutang pokok dan sewa modal padat seng
diperjanjikan, atau dengan kata lain pembgaidai wanprestasi
setelah tenggang waktu yang ditentukan lampagbelum
ditentukan menjual benda gadai pemegang gadkEpat
melaksanakan haknya dengan cara melakuRanate eksekusi
(menjalankan sendiri apa yang menjadi haktey@a perantaraan

Hakim). % Dalam hal ini, jika ada wanprestasi makahagi

% Mariam Darus Badrulzamamencari Sistem Hukum Benda Nasignalumni, Bandung, tahun
1997, h-93.
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pemegang gadai langsung dapat melaksanakamydnaianpa perlu
mengadakan proses terlebih dahulu. Wewenangg ydiberikan
kepada pemegang gadai untuk mengambil pelonpsstang dari
kekayaan pemberi gadai ini, berdasarkan (IONcO3 ; 41-456) jo
Pasal 10 PP 15/2 1949 S 1949-30 dimana peraty@merintah
memberlakukan penjualan dimuka umum, dibebaskam campur
tangan juru lelang “tanpa memiliki eksekutbriaitle® karena
penjualan—penjualan umum yang dilakukan olebnt&r Gadai
Negara tidak diurus oleh kantor-kantor lelanga mengenai
barang-barang yang digadaikan atau barang-pal@n dikenakan
biaya lelang berturut-turut 12 % atau 9% dgwmlah yang
diluluskan, biaya lelang itu 9% dari jumlafang tersebut jadi
beban dari para pembéi.

Hak pemegang gadai ini tidak lahir dari aejign
yang secara tegas dinyatakan para pihak, &dapi terjadi demi
hukum, kecuali kalau diperjanjikan lain. Hgsemegang gadai
untuk menjual barang dengan kekuasaan semdirtidak tunduk
pada aturan umum tentang eksekusi yang didalam Hukum

Acara Perdata R.V.Rechts Vorderinglkan tetapi diatur secara

%" Rochmat Soemitroyendu Reglement dan Vendu InstruksB7.
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khusus seperti halnya dengan hipotik (Pasai81KUH Perdata
jo. Pasal 7 ayat 2 PMA No. 15 Tahun 1961).

Untuk melakukan penjualan ini, pemegang gadai
harus terlebih dahulu memberikan peringatsom@ti¢ kepada
pemberi gadai supaya utangnya dibayar. Pemualharus
dilakukan di depan umum, menurut kebiasaaengmat serta atas
syarat yang lazim berlaku (pasal 1150 ayatKWH Perdata).
Ketentuan ini bersifat memaksa, karena berhgan dengan
ketertiban umum. Setelah penjualan dilakukaakan pemegang
gadai memberikan pertanggungjawaban tentand peasjualan itu
kepada pemberi gadai. HR. 17 Jan 1929, W1 198] 1929, 622.

Jika barang gadai terdiri atas barang—barang
perdagangan atau efek—efek yang dapat dipandg&gn di pasar
atau di bursa, maka penjualannya dapat dimkudi tempat—
tempat tersebut asal dengan perantaraan dwag anakelar yang
ahli dalam perdagangan barang-barang itu I(pas&5 ayat 2
KUH Perdata).

. Menjual benda gadai dengan perantara&imha

Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim
dapat juga terjadi jika yang berpiutang méaurdi muka Hakim
supaya barang gadai dijual menurut cara ydigntukan hakim

untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya
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3. Atas ijin hakim tetap menguasai benddaga

Pemegang gadai dapat menuntut agar barangi gad
akan tetap pada pemegang gadai untuk suetlal) yang akan
ditetapkan dalamvonis hingga sebesar hutangnya beserta bunga
dan biaya (pasal 1156 ayat 1 KUH Perdata).

4. Hak untuk mendapat ganti rugi.

Pemegang gadai berhak mendapat ganti rug ata
segala biaya yang telah dikeluarkan guna |l&kes#an barang
gadainya (pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata).

5. Hak RetensiRechtvan Terughoudgn

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan
barang yang diberikan dalam gadai, maka yaegutang tidak
berkuasa menuntut  pengembaliannya, sebelum m&mb
sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga ki@aya utangnya,
yang untuk menjamin barang gadai beserta Ilsebaya yang
telah dikeluarkan untuk menyelamatkan bararaglamya (pasal
1159 ayat 21 KUH Perdata).

Ketentuan ini memberikan wewenang kepada
pemegang gadai untuk menahan barang gadguarfinya ialah
untuk melindungi pemegang gadai dari biayangyaperlu
dikeluarkannya untuk merawat benda gadai (pdd®%9 ayat 2

KUH Perdata), kecuali pemegang gadai menyaladigan barang
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gadai atau tidak menjaga barang gadai dengaik sehingga
nilainya merosot.
6. Hak didahulukanRéchtvan Voorrang

Kreditur  (pemegang gadai) mempunyai hak
didahulukan terhadap tagihan—tagihan lainnyaik baerhadap
hutang pokok, bunga dan biaya (pasal 11504 KRerdata), hak
mana diwujudkan dalam hak kreditur menjualrabg gadai
sendiri ataupun melalui bantuan Hakim (pa3db5 dan 1156
KUH Perdata).

Terhadap hak didahulukan ini ada pengecual@ann
yaitu biaya lelang dan biaya yang telah Idikkan untuk
menyelamatkan barang gadai (pasal 1150 KUFHia®a).

b. Kewajiban Pemegang Gadai.

Kewajiban pemegang gaddalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawamtuk hilangnya atau merosotnya barang
gadai, sekedar itu telah terjadi karena ke&dahya (pasal 1157
ayat 1 KUH Perdata).

2. Kewajiban untuk memtahukan pemberi gadai jika barang
gadai dijual (pasal 1156 ayat 2 KUH Perdat&ewajiban
memberitahukan itu selambat — lambatnya padai hang
berikutnya apabila ada suatu perhubungan ymera atau pun

suatu perhubungan telegrap, atau jika tidekikian halnya
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dengan pos yang yang berangkat pertama (pEEab ayat 2

KUH Perdataf®
3. Bertanggung jawab terhadap hasil penjuddarang gadai (pasal
1159 KUH Perdata).
7. Hak Dan Kewajiban Pemberi Gadai.
a. Hak Pemberi Gadai.

Pemberi gadai (debitur) memgi hak :

1. Menerima uang pinjaman sesuai dengan ydelgah ditetapkan
tanpa dipungut biaya apapun, langsung pad# szenyerahkan
barang jaminan.

2. Menerima Surat Bukti Kredit (SBK).

3. Menerima kembali barang jaminan dalamdiea utuh langsung
pada saat perjanjian pokok (utang piutangyakier melalui
pembayaran utang.

4. Menerima uang kelebihan dari baranglelang apabila
memang ada.

5. Memperpanjang atau memperbarui jangka wvaktedit apabila
dikehendaki.

6. Menuntut ganti rugi apabila barajamninan rusak atau hilang

karena kesalahan Pegadaian.

% |embaran Negara 1928 No. 8dturan Dasar PegadaignPasal 13 Ayat 3.
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b. Kewajiban Pemberi Gadai.
Kewajiban pemberi gadai (debitur) adalah
1. Menyerahkan SBK pada saat melunasi yangman.
2. Membayar bunga pengembalian utang.
3. Tunduk terhadap peraturan yang telah apietn oleh Pegadaian
baik untuk perjanjian pokok maupun @ejipn gadai.
8. Sebab-Sebab Hapusnya Perjanjian Gadai.

Perjanjian gadai itu bersifaiccessoiry maka perjanjian
gadai ini sangat tergantung pada perjanjiggokoknya, yaitu perjanjian
hutang piutang.

Adapun alasan—alasan hak gadai bisaishamtara lain :

a. Karena pembayaran.
Debitur berhak atas barang yang diserahkgmadee kreditur sebagai
jaminan atas hutang debitur, apabila debittelah memenuhi
kewajibannya maka dengan dibayarnya hutangsebet, maka

berakhirlah perjanjian hutang piutang dan na&igatkan hapusnya

hak gadai.

b. Objek gadai keluar dari penerima gadai.
Objek gadai keluar dari penerima gadai, dpabarang gadai keluar
dari kekuasaan penerima gadai (pasal 1152 3y&KUH Perdata).
Dalam pasal 14 ayat 2 Aturan Dasar Pegaddisgbutkan bahwa :
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“Apabila berdasarkan surat keputusan Hakimrarg
yang digadaikan didapat oleh yang punya dengdak sah maka
barang tersebut kembali kepada yang berhakgaste tidak perlu
membayar uang pinjaman dan bunganya (SBK adenjtidak
berlaku)®.

Hal ini terjadi apabila barang gadai yangjadikan jaminan
merupakan hasil curian atau pemerasan dlehingga sebagai
konsekwensinya barang tersebut harus dikenaralik kepada
pemiliknya dengan cuma—cuma tanpa penebusdmngga jelas sekali
Pegadaian mengalami kerugian.

Barang gadai musnah.

Kreditur berhak atas pelunasan suatu hutaag debitur dengan
adanya barang jaminan, maka dengan musnahvging yang
digadaikan hak gadai akan berakhir. Meskipbak gadai hapus
tetapi perjanjian pinjam uang tidak ikut hapu

. Wanprestasi.

Jika benda gadai tidak ditebus dalam jangkaktu yang telah
ditentukan, maka pemegang gadai berhak untodnjual sendiri
benda gadai (lelang) tanpa perantara hakirmakamdengan dijualnya
barang jaminan dimuka umum, kreditur dapatngaenbil pelunasan
piutangnya. Mengenai waktu pelelangan akaentlikan oleh Kepala

Pegadaian.
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D. Kajian Umum Tentang Wanprestasi.

Dalam melaksanakan perjanjian gadai, pihak
bersangkutan pemberi gadai (debitur) dan pemg gadai (kreditur)
biasanya sangat mengharapkan segala sesuatdagat berjalan dengan
lancar dan teratasi. Akan tetapi dalam syagganjian sering terjadi suatu
perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yatapat berakibat, antara lain
timbulnya pelelangan barang jaminan.

a. Pengertian Wanprestasi.

Istilah Wanprestasi merupakan istilah dari &s=h
Belanda yang berarti ingkar janji. Menurut niies Bahasa Indonesia
Ingkar Janji adalah tidak melaksanakan peaayatkesanggupan.

Menurut Definisi Operasional, Wanprestasi ddatadera
janji / tidak melaksanakan kewajiban sebagaimarestinya sesuai dengan
pernyataan yang telah disebutkan dalam pe@janjoleh pihak
bersangkutan.

Menurut Ensklipodedia, Wanprestasi adalah e®@sg
yang telah terikat dalam suatu perjanjian apet tidak dapat
melaksanakan apa yang telah diperjanjikan at@menuhi kewajiban
yang telah ditetapkan, dapat juga dikatakaang tersebut ingkar janji/
alpa / lalai.

b. Terjadinya Wanprestasi.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yangupa

keterlambatan pembayaran, atau pelunasan hwge@bggaimana yang telah
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diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu gin sanksi keharusan

membayar sewa modal, merupakan kaitan dagnysd wanprestast’

Wanprestasi atau ingkar janji terjadi apabikeseorang terlambat

melakukan pembayaran atau pelunasan hutangiaisedengan isi

perjanjian yang telah dibuat, dalam tenggamgktu yang telah

ditentukan.

Bentuk wanprestasi digolongkan menjadi 3 bagentara lain :

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.

2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi geiest

3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memeprgstasi.

Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasgang-

undang memberikan pemecahannya dengan pernyktza *°
Ketentuan mengenai lalai terdapat dalam pdsz34 KUH Perdata yang
berbunyi “Penggantian biaya, rugi, dan sewaodah karena tidak
dipenuhinya suatu perikatan, diwajibkan apabdabitur dinyatakan lalai
memenuhi atau jika sesuatu yang harus dierilatau dibuatnya dalam
tenggang waktu tertentu”. Berdasarkan ketenttarsebut, maka pemberi
gadai yang telah melakukan keterlambatan psmm hutang atau tidak
memenuhi suatu perikatan sesuai dengan tegggaaktu yang dibuat,

diwajibkan membayar biaya ganti rugi dan sewadal.

2 Wawan IriawanPiutang Kredit Hak Dan Perlindungan Bagi Kied Baru, Djambatan, Jakarta
tahun 2005, h-58.
% R. SetiawanPokok-Pokok Hukum PerikataBinacipta, Bandung tahun 1977, h-21
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.
Metode pendekatan yang dipakai dalam penulsaipsi ini
adalah dengan menggunakan metode pendekatadisysosiologis, sesuai
dengan tujuan penelitian yang berusaha mefhgmsnaentang pelaksanaan

serta kendala dalam pelelangan barang jamgzatai.

B. Lokasi Penelitian.

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yangraiéan,
maka lokasi yang dipilih untuk diteliti adhlaKantor Pegadaian Cabang
Sumberpucung sebagai badan hukum yang mempunk@ivenangan
menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukudaiga

Adapun dasar pertimbangan memilih tempat bertseyaitu
karena dalam menyediakan menyalurkan uangarpem, di Pegadaian
terdapat pemberi gadai yang melakukan wargsiestehingga timbul masalah

atau kendala dalam pelaksanaan pelelangan.

C. Sumber Dan Jenis Data.
Sumber data dalam penelitian dileérodari Perum Pegadaian melalui data
primer dan data sekunder.

a). Data Primer diperoleh dengan ggenakan teknik :
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1. Wawancara.

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan
dengan seseorang untuk memperoleh informasata dyang
diperlukan antara peneliti dengan nara sumbatam penelitian ini
teknik wawancara dilakukan dengan cara tagjgaab langsung
dengan pihak Pegadaian Cabang Sumberpucungi yaiknpinan
Pegadaian, juru lelang, juru taksir dan kaam@awbagian pemberi
kredit sebagai responden. Bentuk wawancara laladabebas
terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dalddftar pertanyaan
sebagai pedoman dalam wawancara tersebut. piTetialam
pelaksanaan wawancara masih dimungkinkan adaayasi—variasi
pertanyaan yang disesuaikan dengan situagtaketvawancara.

2. Kuesioner.

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang hdrss
dengan jawabannya (untuk penelitian, data)lamapenelitian ini
kuesioner diberikan kepada pimpinan Pegadaiababang
Sumberpucung sebagai responden.

b). Data Sekunder.
Yaitu data mengenai hasil dari bahan-bahan
kepustakaan yang menelaah berbagai literatng yrelevan yang dapat
memperjelas analisa pada data primer yangralgh di lapangan (hasil

penelitian). Diambil dari bahan yang berkai@d@ngan masalah yang
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diangkat pada penelitian, meliputi : buku—hukundang—undang, internet
/ media elektronik, serta arsip atau dokumesmi berupa data dari

instansi yang digunakan sebagai tempat perelit

Teknik Memperoleh Data.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan tukin
memperoleh data yaitu dengan melakukan wawanadan penelusuran

kepustakaan.

Populasi Dan Sampel.

a. Populasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah selukdryawan yang ada di
Kantor Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaiitang dan
pemberi gadai yang telah melakukan wanprestasi.

b. Sampel.
Sampel diambil dari karyawan Pegadaian seqaugposive random
yakni dipilih berdasarkan pertimbangan yangmmpenyai hubungan
erat dengan permasalahan yang diteliti dengaponden.
1. Satu orang Pimpinan Pegadaian.
2. Satu orang Petugas Pelaksana Lelang.
3. Satu orang Juru Taksir.

4. Satu orang Karyawan bagian pemberi kredit.
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F.

Teknik Analisis Data.

Berbagai informasi dan data yang diperolelardapenelitian
ini akan dianalisis dengan menggunakan tekaialisis deskriptif analisis,
yaitu dengan menggunakan semua data—data ydipgroleh baik dari
kepustakaan (data sekunder) maupun data ydipgroleh dari lapangan
(data primer), selanjutnya penulis menggambarlsmgala fenomena yang
terjadi di Pegadaian baik proses kegiatanugaraan dalam Kkinerjanya,
peraturan yang ditetapkan, hingga kendala—Kanglang terjadi serta upaya

penyelesaian sehubungan dengan pelelangan ¢dojgkan gadai.

G. Definisi Operasional.

1. Kendala adalah
Halangan atau faktor yang menyebabkagadieya pelaksanaan suatu
proses tidak berjalan sebagaimana mestinya o@mgalami berbagai
permasalahan.

2. Pelaksanaan Lelang adalah.
Proses dilaksanakannya penjualan barargy \dijadikan jaminan dimuka
umum untuk memperoleh atau mendapatkan kengeadgembalian kredit
atas debitur atau pemberi gadai yang ing&aji.

3. Objek Jaminan adalah
Barang yang dijadikan jaminan oleh pemlgadai kepada pihak Perum

Pegadaian sebagai syarat untuk memperoleht.kigarang yang
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dapat dijadikan jaminan adalah baranggdrek yang berwujud, yakni
meliputi 2 (dua) macam antara lain : Logamuliay misalnya emas /
perak / platina, berlian dan batu mulia (giolBukan logam mulia,
misalnya kain (seperti bahan pakaian, kainurgg seprei, permadani),
kendaraan (mobil, sepeda motor dan sepeds), lkhrang rumah tangga
(perabotan, elektronika, gerabah).

Wanprestasi adalah

Cidera janji / tidak melaksanakan kewajibanag@imana mestinya sesuai
dengan pernyataan yang telah disebutkan dab@n@mnjian oleh pihak
bersangkutan.

Pegadaian Konvensional adalah

Usaha yang dijalankan oleh Perum Pegadaiarytaitna bagi segenap
masyarakat kalangan rumah tangga berdasarkasep@katan, yang
berpedoman pada Kitab Undang—Undang Hukum aRerdanggaran dasar
dan anggaran rumah tangga Perum Pegadaiagarmesistem sewa

modal.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Perum Pegadaian Cabang Sumb@ucung
Dalam membantu dan meningkatkan kesehjahteraan
masyarakat terutama golongan menengah kebgveala tahun 1956 telah
didirikan Perum Pegadaian Cabang Sumberpud{atgupaten Malang.
1. Tujuan didirikannya Perum Pegadaian Sumbasucung: !
a. Membina perekonomian rakyat dengan menyalurkaedit jangka
panjang kepada petani, nelayan, industri k#cil
b. Membantu masyarakat dalam usaha yang Dbersiabduktif,
maksudnya adalah untuk membantu rakyat yamgnbuotuhkan jasa
guna kelancaran usahanya dengan bunga ydatyveekecil.
c. Memberantas adanya sistinijon, rentenir (lintah darat), dan
timbulnya gadai gelap.
2. Visi dan Misi Perum Pegadaian Sumberpucun
Dengan adanya Pegadaian Cabang Sumberpucung in
maka setidaknya dapat membantu rakyat yangnbutihkan kredit
berupa uang dengan Visi menjadikan perusah@mgy modern, dinamis,

dan inovatif pada tahun 2010 dengan usabhanaitgadai.

1 Hasil Kuesioner Dengan Pimpinan Pegadaiabafi@ Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal
25 Januari 2008.
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Sedangkan Misi Pegadaian Cabang Sumberpucsabagai suatu
lembaga yang ikut meningkatkan perekonomiangde cara memberikan
uang pinjaman adalah, ikut membangun progrpemerintah dalam

upaya meningkatkan kesehjahteraan masyarakdonggm menengah
kebawah melalui kegiatan utama berupa perg@alukredit gadai dan
melakukan usaha lain yang menguntungRanBertolak dari visi dan

misi tersebut diatas, maka adapun visi dasi mari Perum Pegadaian
adalah bagaimana masyarakat mendapat perladaankesempatan yang
adil dalam perekonomian. Perlakuan dan kestmpgang adil ini dapat
mencerminkan upaya “melindungi”. Kata melindungang dimaksud

adalah pelayanan yang mudah, aman, dan cepat.

3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Sumberpucung.

Struktur organisasi kantor cabang terdiri dieeias satu, dua, tiga, dan
empat. Pembagian kelas didasarkan pada besgumylah nasabah yang
tentunya akan dituntut suatu pelayanan yamagk bleh pegawai atau

karyawannya yang lebih banyak.

%2 perum Pegadaiaryisi Dan Misi Pegadaian2005, www.pegadaian.co.id, Diakses padagaing
Maret 2008.
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Bagan |
Struktur Organisasi Perum Pegadaian

DIREKSI
DIREKTUR DIREKTUR OPERASI DIREKTUR
KEUANGAN DAN UMUM
PENGEMBANGAN
\ 4
KEPALA
DAERAH
v
KEPALA
CABANG
v
BAGIAN
OPERASI
PENAKSIR KASIR PENULIS PEMEGANG TATA
SBK GUDANG USAHA

Sumber : Data Sekunder Diolah, tanggal 4 Ma?e08.

Keterangan Bagan.
Berdasarkan bagan tersebut diatas, tugas t@aggung jawab dari
masing-masing bagian adalah sebagai berikut :
a. Direksi.
1. Memimpin, mengurus, dan mengelola perusahsasuai dengan

tujuan perusahaan.

60



2. Melakukan kerjasama usaha, membentuk anakisgeaan, serta
mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahsesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangag perlaku.

3. Menetapkan gaji, jaminan hari tua dan pesggra lain bagi para
pegawai perusahaan.

4. Menyiapkan laporan-laporan tahunan dan laporderkala,
perusahaan.

. Direktur Keuangan.

Mengambil kebijakan, membina dan mengelolaugeiaan di bidang

keuangan.

. Direktur Operasi Dan Pengembangan.

Membina dan mengelola perusahaan di bidaraaugperusahaan.

. Direktur Umum.

Membina dan mengelola perusahaan di bidangnb8u Daya

Manusia (SDM).

. Kepala Daerah.

Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Daerah nga bertugas
merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakadan

mengendalikan kegiatan usaha di wilayah sesleaigan kewenangan
yang dilimpahkan oleh Direksi.

Kepala Cabang.

Mengelola cabang dengan menyalurkan uang rpamasecara hukum

gadai dan melaksanakan usaha - usaha lainmsahdq jasa
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titipan, usaha toko emas, usaha jasa taksuwaaha penjualan keping
emas), serta mewakili kepentingan perusahaatand hubungan
dengan pihak lain atau masyarakat sesuaintste yang berlaku
dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.
Bagian Operasi.
Membawahi atau mengawasi penaksir, kasir, Imenatau operator
SBK, pemegang gudang atau penyimpan. Tugasakpe, Kkasir,
penulis atau operator SBK, pemegang gudangu apenyimpan,
masing — masing adalah :
1. Penaksir.
Menaksir barang jaminan untuk menentukan maotiai barang
dan melakukan penetapan uang jaminan.
2. Kasir.
Melakukan penerimaan dan pembayaran sesuajadeketentuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan asperal kantor
cabang.
3. Penulis SBK (Surat Bukti Kredit).
Memasukkan data nasabah, taksiran, dan besaragg pinjaman
ke dalam SBK dari formulir permintaan kredigcara akurat.
4. Pemegang Gudang.
Melakukan  pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaatgan

pengeluaran barang jaminan yang bukan bakamfong, seperti
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elektronik, kendaraan bermotor, dan barangnism sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
5. Bagian Tata Usaha.

Mengadministrasikan kegiatan dengan penyalkradit gadai.

B. Prosedur Pelaksanaan Pelelangan.
1. Syarat Dilakukan Pelelangan.

Dalam perjanjian gadai di Perum Pegadaianalisel
ditetapkan jangka waktu pengembalian atau naslan kreditnya. Untuk
pelunasan kredit dapat dilakukan dengan aagsatau pembayaran sewa
modal saja setiap 15 hari sekali. Hal irerkaitan dengan penarikan
sewa modal yang dilakukan setiap 15 hari alsekJangka waktu
pelunasan kredit untuk golongan A, B, C, daraflalah selama 120 hari,
atau sekitar 4 bulan. Setelah batas waktog yditentukan atau yang
diperjanjikan habis dan pemberi gadai tidalenmanuhi kewajibannya
(wanprestasi), serta tidak memperbaharui p@an kreditnya, maka
Perum Pegadaian berhak untuk menuntut pemenupatangnya.
Kewenangan pihak Perum Pegadaian untuk medakulemenuhan
piutang, sudah ditetapkan oleh Undang-Undaatand pasal 1155 KUH
Perdata sebagai berikut :

“Apabila oleh para pihak tidalelah diperjanjikan lain, maka
siberpiutang adalah berhak jika siberhutarmu agi pemberi gadai

bercidera janji, setelah tenggang waktu yditgntukan lampau,
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atau jika tidak telah ditentukan suatinggang waktu, setelah
dilakukannya suatu peringatan untuk membayanenyuruh
menjual barangnya gadai di muka umum menwebiasaan-
kebiasaan setempat serta atas syarat-syaray lazim Dberlaku,
dengan maksud untuk mengambil pelunasan jungaltangnya
beserta bunga dan biaya dari pendapatan ganjuersebut “.
Berdasarkan hal yang tersebut diatas menuajukiahwa
gadai, memberikan kewenangan kepada pemega@glai g untuk
mengambil sendiri pelunasan piutangnya kargaminan kebendaan
memberikan hak kepada pemegang jaminan kebendmtuk menjual
benda yang dijaminkan dan selanjutnya mendanmdg®ndiri pelunasan
dari hasil penjualan tersebut apabila pemlgadai cedera janji setelah
waktu yang ditentukan lampau dan setelahkdiannya peringatan.
Waktu pelunasan barang jaminan sudah ditetapiah
Perum Pegadaian. Berikut ini tabel penggolangang pinjaman, jangka
waktu pinjaman, dan besarnya uang sewa mdoabasarkan Surat

Keputusan Direksi Nomor 20/0OP.1.00211/2001.

64



Tabel |

Penggolongan uang pinjaman,
jangka waktu dan besarnya sewa modal

Gol Besarnya Uangl Jangka Waktul Lelang | Sewa Modal
Pinjaman Kredit Per 15 Hari
A 5000-40.000 120 hari Bulanke|5 1,25 %
B 40.000-150.000 120 hari Bulan ke/5 1,50 %
C 151.000-500.000 120 hari Bulankg 5 1,75 %
D 510.000- 120 hari Bulanke§ 1,75%
20.000.000

Sumber : Data Sekunder Diolah, tanggal 2 Febri2008.
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Perum Pegadhigat No. 36 tanggal
4 September 1989, penggolongan barang jamigealongan A, B, C,
dan D menurut tabel diatas, dapat ditentukabagai berikut®
1. Barang jaminan golongan A.

Yaitu barang jaminan yang uang pinjamannydaran Rp. 5000
sampai Rp. 40.000, antara lain :

a. Jenis tekstil, sprei, jarik, dan sarung.

b. Jenis gerabah (pecah belah), barang refekt (tape, radio),
barang kantong (emas, permata), dan mesih jah

2. Barang jaminan golongan B.

Yaitu barang yang uang pinjamannya antara R@.000 sampai

dengan Rp. 150.000, antara lain:

% Hasil Wawancara Dengan Karyawan Bagian Pentteedit, Perum Pegadaian Cabang
Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 2 Reb2008.
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a. Barang kantong (emas, permata).
b. Barang elektronik, seperti TV, mesin ifaltape, kipas angin,
mixer dan sebagainya.
c. Sepeda pancal.
3. Barang jaminan golongan C.
Yaitu barang yang uang pinjamannya antara 18f.000 sampai
dengan Rp. 500.000, antara lain:
a. Barang kantong (emas, permata).
b. Barang elektronik, seperti tape recordev, video, sepeda motor,
mesin bordir.
4. Barang jaminan golongan D
Yaitu barang jaminan yang uang pinjamannyadaran Rp. 500.000
samapai dengan Rp. 20.000.000. Golongan ifoagili menjadi 2
golongan, antara lain :
a. Golongan kantong vyaitu untuk barang - b@argenis permata,
emas, uang emas.
b. Golongan gudang yaitu barang — barang relekt, (TV, lemari es,
rice coker) dan sepeda motor.

Berdasarkan tabel dan keterangan diatas, ddipatahui
bahwa penggolongan barang jaminan A, B, C,d&h jangka waktu
pengembalian kredit adalah sama, yaitu seld2@ hari atau 4 (empat)
bulan sejak tanggal kredit. Sedang untuk rpgsasewa modal, besarnya

bervariasi sesuai dengan golongan kreditnya.
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Pelunasan untuk semua golongan kredit di rReru
Pegadaian dapat dilakukan dengan dua caity :ya
1. Pelunasan biasa.
Yaitu pelunasan yang dilakukan dengan melakukagsuran terhadap
nilai kredit dengan jangka waktu maksimal 1t24xi.

2. Pelunasan secara lelang.
Yaitu upaya dari Perum Pegadaian untuk mextlap pelunasan
kredit dengan cara menjual barang jaminanaigalam lelang. Hal
ini baru dapat dilakukan apabila sampai batedktu kredit pemberi
gadai tidak melunasi hutangnya.

Hak untuk pemenuhan piutang tersebut dapktkudian
dengan jalan menjual atau melelang baranginfm gadai. Lelang
tersebut dilakukan sendiri oleh Perum Pegadatanpa perantaraan
Hakim. Lelang selalu dilaksanakan di kanterun Pegadaian sendiri,
tidak pernah dilakukan di balai lelang karepdak Perum Pegadaian
lebih mengetahui nilai taksiran barang yah@nadilelang.

Pemenuhan piutang dengan cara lelang yanakuttian
sendiri oleh Perum Pegadaian, hanya dapakukan apabila pemberi
gadai tidak dapat melunasi utang sampai jakmpo (Staatsblad tahun
1920 Nomor 133). Sebelum melakukan lelanguiReiPegadaian harus

memberitahukan hal tersebut kepada pemberaiga@lalui surat.

3 Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Kacab PeRegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten
Malang, tanggal 25 Februari 2008.
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Dengan begitu apabila pemberi gadai masibengimginkan barang
tersebut, pemberi gadai masih mempunyai keaEmpuntuk membelinya
pada waktu lelang. Dalam prakteknya lelang Rerum Pegadaian
Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang dilakuklanatas tanggal
jatuh tempo, tetapi untuk sewa modal hany@rid sampai 120 hari
dari perjanjian kredit. Pemberi gadai masitbed kesempatan untuk
menebus barang jaminan sampai jam 09.00 kagna lelang biasanya
dilakukan pada jam 10.00 pagi. Dengan dilakkannya lelang terhadap
barang jaminan yang tidak ditebus oleh pemigadai, pihak Perum
Pegadaian dapat mengambil pelunasan piutandgpegerta sewa modal.
Dengan pelelangan maka perjanjian gadai arfaram Pegadaian selaku
pemegang gadai dengan debitur selaku pempadai menjadi hapus.
Dalam prakteknya pihak Perum Pegadaian Cab&wgnberpucung
Kabupaten Malang masih memperbolehkan pemipmiai untuk membeli
barang jaminannya apabila barang tersebutk titkku terjual dalam
lelang.®®
2. Prosedur Pelelangan.

Dalam tata cara pelelangan barang jaminan aigad

prosedur pelelangan diatur sesuai dengan Pado@perasional Kantor

Cabang Pegadaian. Tata cara pelelangan diakaa melalui 3 (tiga)

% Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Kacab PeRegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten
Malang, tanggal 26 Februari 2008.
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tahap, yaitu pemberitahuan lelang, persiapglang, pelaksanaan lelang.
Ketiga tahap tersebut dijelaskan sebagai berik
a. Pemberitahuan Lelang.

1. Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhitjapseKantor
Cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal riglauntuk tahun
anggaran berikutnya ke kantor daerah masingrnga

2. Kantor daerah membuat daftar ikhtisar lelamgtuk daerahnya
dengan memperhatikan usulan daftar tanggandeldari kantor
cabang.

3. Apabila di kemudian hari ternyata lelang kiddapat dilaksanakan
pada tanggal yang telah ditetapkan maka &ntglang itu tidak
bolen diajukan tetapi harus diundur pada h&erikutnya.
Penundaan hari lelang ini harus diumumkana#lep masyarakat
dan diberitahukan kepada kepala kantor daedah inspektur
daerah.

4. Tanggal pelaksanaan lelang harus diumumkanalanelpapan
pengumuman, media informasi lainnya, pembardaah oleh
pegawai loket kepada pemberi gadai. Pembeatah tertulis
paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaamabikp ada barang
bernilai tinggi yang akan dilelang, barang sedapat mungkin

disebutkan dalam pemberitahuan.

% pedoman Operasional Kantor Cabang Pengeldfaadit Gadai, h—IIl. E.1
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5. Barang jaminan dihitung selama 120 hari abtetanggal jatuh
kredit. Dengan demikian tanggal jatuh tempang/ dicantumkan
pada setiap SBK setiap hari berubah / menyesua

Contoh*’
Untuk kredit tanggal 1 Januari, jatuh temgicantumkan tanggal
30 April (dalam bulan Februari berjumlah B&ri). Untuk kredit
tanggal 30 April, tanggal jatuh tempo dicankan tanggal 27
Agustus.
b. Persiapan Lelang.

1. Persiapan lelang paling lambat 7 (tujulgri hsebelum Kepala
Cabang membentuk team pelaksana lelang yargjrit dari satu
orang ketua (Kepala cabang atau pegawai yditgnjuk), dan
dua orang anggota yang bertugas sebagai gsetadministrasi.

2. Barang yang akan dilelang (kecuali bar&hglan D) dikeluarkan
dari tempat penyimpanannya, paling cepat iBall hari sebelum
lelang.

3. Berdasarkan nomor-nomor pada buku pelunakan buku kredit
yang masih lowong, Kepala cabang memberitahukeepada
pemegang gudang / penyimpan nomor-nomor bangmgg harus
dikeluarkan dari gudang untuk diserahkan kapt&hm pelaksana

lelang.

37 Hasil Wawancara Dengan Karyawan Bagian Pentteedit, Perum Pegadaian Cabang
Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 5 Mae€s.
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4. Untuk penerimaan barang dari pemegang @jdmmlah menurut
rubrik / ribuan / golongan / terlebih dahulu diokkan dengan saldo
pada buku gudang, serah terima barang jamotam pemegang
gudang kepada team pelaksana lelang harusiatddn Dberita
acara penyerahan barang jaminan yang akasamtj. Oleh team
pelaksana lelang diperiksa lebih dahulu semamor yang masih
terbuka di dalam buku kredit yang bersangkutaengan
membubuhi garis merah di belakang nomor iteam pelaksana
lelang lalu mencocokkan barang itu dengan aroryang masih
terbuka di dalam buku kredit, juga diperiksgpakah benang
ikatan, Kkitir, dan jepitan barang itu tidaksak, apabila terdapat
perbedaan harus diperiksa letak kesalahanyamor barang
ditulis dalam berita acara lelang, di bawaap kolom ribuan
harus dibubuhi paraf oleh team pelaksanandela

5. Barang jaminan yang akan dilelang digkeo dengan
keterangan pada SBK dwilipat serta kitirnyigudting sedemikian
rupa sehingga hanya tinggal nomornya sajaamlepelaksana
lelang harus menaksir ulang seluruh barangg yakan dilelang,
hasil taksir ulang tersebut ditulis pada tela belakang dwilipat
SBK. Barang jaminan yang telah diperiksa dink&kan ke dalam
almari kaca atau pitrin di dalam ruang pkibinenurut golongan
agar dapat diperlihatkan kepada umum di dalarang publik

sebelum barang tersebut dilelang.
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6. Pada hari lelang barang jaminan golongarda®d D diserahkan
oleh penyimpan kepada ketua pelaksana lel&pabila terdapat
banyak barang jaminan C dan D yang akaelagif, sehingga
pemeriksaan tidak dapat diselesaikan pada h&an diadakan
lelang, maka pemeriksaan barang dapat dimg@lai(tiga) hari
sebelum lelang.

7. Jika pada waktu pemeriksaan (taksir ularegylapat barang yang
tidak cocok dengan SBK dwilipat yang bersangk atau
terdapat beda taksiran yang besar karenah sat@nggunakan
peraturan atau terdapat tanggal jatuh tempagysalah, maka
barang tersebut tidak boleh dilelang. Tentangl ini dibuat
berita acara rangkap dua yang ditandatangheli semua anggota
team pelaksana lelang dan pemegang gudang péamyimpan
barang yang bersangkutan. Kejadian ini seghklaporkan kepada
kantor daerah dengan melampirkan satu lembarita acara,
kemudian barangnya disimpan oleh Kepala Cabang

8. Jika taksiran baru lebih rendah dari taksilama, sehingga
ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusalean pemberi
gadai maka barangnya tersebut tidak boleéladiy.

9. Jika terdapat perbuatan curang, maka Kep@kbang harus

segera mengambil tindakan yang perlu. Apapgayelidikannya
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membenarkan prasangka itu Kepala Cabdmgrus segera
mengabarkan kepada Kepala Kantor Daerah.

10. Paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum Ilgla'sBK dwilipat dari
barang jaminan yang akan dilelang dicabuti deerkasnya dan
dijahit menjadi satu pada sudut kiri bagiatas. SBK dwilipat
ada tulisan yang tidak jelas maka di bawatau di sebelah
belakang SBK dwilipat dijahit, maka pada SBlvilipat yang
bersangkutan oleh Kepala Cabang atau wakilngéulis
“‘DILUNASI” dan tanggal pelunasan dicantumkamdpa dwilipat
SBK' tersebut.

c. Pelaksanaan Lelang.

1. Pada hari lelang, barang yang akan ddel&ecuali barang C
(barang kantong, seperti emas, permata) damang D (barang
elektronik, seperti tape recorder, TV, vide®peda motor, mesin
bordir) oleh penjaga siang dibawa ke tempealang untuk
diperlihatkan kepada umum, di bawah pengawasdan tanggung
jawab ketua team pelaksana lelang.

2. Pada waktu lelang, team pelaksana lelaganggung jawab atas
barang yang ada di tempat lelang, kecuamtepelaksana lelang
dilarang berada di ruangan pelaksanaan lelang.

3. 15 (lima belas) menit sebelum jam lelahigulai, SBK dwilipat
dan barang golongan C dan D yang akan adidgldibawa ke

tempat lelang di bawah pengawasan Kepala r@gbendiri, SBK
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dwilipat lelang harus dijaga benar agar ppemnbeli tidak dapat
mengetahui jumlah taksiran dan uang pinjaman.

Lelang harus dipimpin oleh ketua team kssaa lelang.

. Jika anggota team pelaksana lelang yaandirit dari 4 (empat)
orang berhalangan, maka pekerjaan anggotaebtgrsdirangkap
oleh ketua team pelaksana lelang atau petymgagyganti yang
ditunjuk.

Pada waktu lelang kasir lelang diwajibkerencatat nama para
pembeli dan jumlah uang yang dibayar, uangkandari pembeli
yang telah diterimanya, dalam daftar rincigenjualan lelang.
Setelah selesai pelaksanaan lelang daftaehetrsditandatangani
oleh kasir lelang.

Barang-barang dilelang menurut urutan no@BK dwilipat.
Ketua team pelaksana lelang menyebut dersgmma yang jelas,
keterangan-keterangan singkat tentang yang aimml, menurut
SBK dwilipat. Barang kain, sarung dan sebagmi dibuka
lipatannya atau dibeber dan barang lainny@erdhatkan kepada
umum, cacat dan ciri dari barang harus dmkan pada waktu
lelang untuk mencegah pengaduan di kemudamn h

. Ketua team pelaksana lelang harus mengatypaya barang -
barang jangan sampai dijual terlalu cepatpaa para pembeli

harus diberikan waktu yang cukup untuk memavetelah
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mendapat penawaran yang tertinggi, penawamandisebut dua Kali

lagi oleh penawar lelang, kemudian ditanyakapada publik apakah

masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jikanyata tidak ada
penawaran lagi, barulah harga penjualan @iketa melalui
penawaran yang ketiga kalinya.

10. Pada waktu lelang barang yang berksalitinggi dan barang
yang berkualitas rendah harus dipisahkan suppgmbeli bisa
memilih barang yang disukai, karena jika dikan satu maka
uang kelebihan lelang dari masing-masing lardidak dapat
ditetapkan. Hal ini akan merugikan nasabatu gbemilik barang
yang bersangkutan.

11. Sebelum dilelang semua bara@gnijan harus ditaksir lagi
menurut aturan taksiran yang berlaku pada twaku, taksiran
baru oleh team pelaksana lelang dicatat pfaB& dwilipat atau
pada halaman belakangnya. Penetapan hargaghgia adalah
sebagai berikut®
a. Apabila taksiran baru itu lebih rendatarid UP (Uang

Pinjaman) + sewa modal penuh, maka barangh#ws dijual
serendah-rendahnya sebesar UP + sewa modah gesraudian
dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah upbenApabila

tidak ada penawaran sampai serendah-rendabkelyasar uang

% Hasil Wawancara Dengan Juru Taksir Peruma@&ian Cabang Sumberpucung Kabupaten
Malang, tanggal 5 Maret 2008.
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yang telah dibulatkan itu, harus dibeli pahsan sebagai
Barang Sisa Lelang (BSL).

Contoh :

Ibu Ana melakukan pinjaman uang Rp. 1.000.0Bérdasarkan
tabel penggolongan uang pinjaman, jangka waatuh tempo
adalah 120 hari dengan sewa modal per 1b 1h&5 %.

Uang Pinjaman Rp. 1.000.000

Sewa Modal 120 hari = 14 % x 1.000.000 Rp40.000

+

Jumlah yang harus dibayar Rp. 1.140.000
Jika lbu Ana melakukan taksiran baru Rp. @80, maka
penawaran lelang serendah —rendahnya tetafd.R{0.000.

. Apabila taksiran baru itu lebih tinggard UP + sewa modal,
maka barang itu harus dijual dengan hargaensah-
rendahnya sebesar UP menurut taksiran yang -b&ewa
modal penuh dari UP menurut taksiran baripuldtkan ke
atas menjadi ratusan rupiah penuh. Apabildakti ada
penawaran sampai serendah-rendahnya, maka hditoeli

perusahaan sebagai Barang Sisa Lelang.

Contoh :

Ibu Beti melakukan uang pinjaman (UP) + SeMadal lama

sebesar Rp. 750.000. Berdasarkan tabel pemygpoiouang
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pinjaman jangka waktu jatuh tempo 120 hdeingan sewa

modal per 15 hari 1,75 %

Uang Pinjaman Rp. 750.000

Sewa Modal 120 hari = 14 % x 750.000 RA.05.000
S - +
Rp. 855.000

Ibu Beti melakukan taksiran baru dihitung yien

Uang Pinjaman Rp. 1.500.000

Sewa Modal 120 hari = 14 % x 1.500.000 Rp210.000

+

Rp. 1.710.000

Jadi penawaran lelang serendah — rendahnyas haranurut
taksiran baru Rp. 1.710.000.

. Berhubung Pegadaian sebagai pelaksana glelaidak
membebani biaya lelang penjual sebesar 3 % &unya
lelang, untuk itu Perusahaan menanggung sehbmapa lelang
penjualan sebesar 3 % untuk pelaksana lelang.

Contoh :

Sebuah TV pada saat lelang terjual dengamgahaRp.
1.200.000.

Maka biaya lelang adalah, sebesar 3 % x 001000

= Rp. 36.000.

Jadi pelaksana lelang menanggung uang selfgsaB6.000.
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12. Kepala Cabang harus mengirimkapada Kepala Kantor daerah

daftar harga emas yang dilelang selambat-lamgha3 (tiga) hari

setelah dilelang.

13. Pada waktu lelang harga penjualan nama pembeli dicatat oleh

14.

ketua Team Pelaksana Lelang sendiri pada SBWilipat

bersangkutan dengan spidol atau tinta meRégawai pengisi
Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) yanglak boleh

merangkap pekerjaan sebagai Ketua Pelaksam@ng.elmencatat
pendapatan dari barang yang telah dijual)paa pekerjaan
lelang dapat dilakukan dengan cepat, makaelseb lelang

dimulai Pelaksana Lelang harus mencatat dal@RPL nomor-

nomor barang yang akan dilelang kemudian tghikwari SBK

dwilipat, jika perlu dengan menyebutkan “SHSurat Hilang)

dibelakang nomornya untuk barang yang pernditaporkan

hilang, jika ada permintaan pelunasan daram@ yang sudah di
dalam DPRL asalkan belum dijual dengan peddt tiga kali “

maka nomornya tidak boleh dicoret, akan ftetdp belakang

nomor itu diberi catatan “ditebus”.

Sebelum lelang dimulai. Pemegakas kredit atau pelunasan
memberikan uang secukupnya kepada kasir lelamgtuk

dipergunakan sebagai kembalian.

15. Semua pembayaran pada waktundeltharus dilakukan tunai.

Uang yang akan dibayar oleh pembeli hardanthah 9 % dan
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0,7 % dana sosial. Dalam hal ini ongkdsng pembeli 9 % dan
0,7 % dana sosial, dihitung dari jumlah lajainlelang. Untuk
mempercepat pekerjaan lelang, maka kepada penabeli dapat
diizinkan membayar sesudah lelang, akan tetdgdam hal ini
team pelaksana lelang harus mengawasi, bgtawa pembeli itu
lebih  dahulu harus menyetorkan dana kepadair kdelang
sejumlah uang jaminan (tanggungan) yang akgrerhitungkan
kemudian sehabis lelang, jumlah pembelianktitb@leh melebihi
uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.

Contoh : %

Nona Cece membeli kalung emas pada saatgletlengan harga
Rp. 1.800.000. Uang tunai yang harus dibag®h Nona Cece
terdiri dari harga lelang ditambah dengan kosglelang 9 % dan

0,7 % dana sosial.

Harga jual Rp. 1.800.000

Ongkos lelang 9 % x Rp. 1.800.000 Rp. 162.000

Dana sosial 0,7 % x Rp. 1.800.000 Rp. 12.600
Rp. 1.974.600+

Maka Nona Cece harus membayar sejumlah Rp41500.
16. Setelah semua bardrapis dilelang, pendapatan lelang harus

dijumlah di bawah tanggung jawab Ketua TedPelaksana

% Hasil Wawancara Dengan Juru Lelang, Perwgaffaian Cabang Sumberpucung Kabupaten
Malang, tanggal 5 Maret 2008.
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Lelang. Jumlah ini dicocokkan dengan jumlalenorut catatan
SBK dwilipat.

17. Tulisan yang salah harus diperbaiki sesiemgan petunjuk dan
diparaf oleh pegawai dan Ketua Team Pelakdaslang.

18. Ketua pelaksana lelang tidak boleh merabgom tempat lelang,
sebelum pekerjaan tersebut selesai, dan warg kasir lelang
telah diserahkan kepada kasir pelunasan. [Sgienyerahan atau
penerimaan uang ini dilakukan dengan Bukual$eFerima Uang,
sesudah jumlah ditetapkan oleh kasir lelaren cketua Team
Pelaksana Lelang.

19.Sehabis lelang kepada setiap orang dan kondgarang
melelangkan atau menjualbelikan barang yamah telibelinya dari
lelang di halaman kantor Cabang Perum Pegadai

20. SBK dwilipat barangng sudah dilelang disimpan oleh Kepala
Cabang dan dibinasakan sesudah mendapat yeaset Kepala
Kantor Daerah. SBK dwilipat barang yang tidakoleh
dilelangkan harus disimpan sampai mendapatganetapan dari
Kantor Daerah.

21. SBK dwilipat barangsas lelang dibinasakan sesudah barang yang
bersangkutan dijual habis atau sesudah admtale dari Kepala

Kantor Daerah.
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C. Kendala Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai.

Berdasarkan syarat lelang, apabila pemberi aigatidak
memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjiang yi@lah disepakati dengan
kata lain pemberi gadai tidak melakukan perigdian atau pelunasan
kreditnya dengan angsuran per 15 hari ataemperpanjang perjanjian
kreditnya, maka Perum Pegadaian mempunyai haituk mengambil
pemenuhan piutang dengan menjual barang yhjagikan jaminan melalui
proses lelang. Berdasarkan prosedur PerumdBiaga lelang akan dilakukan
melalui 3 tahap, antara lain pemberitahualantg persiapan lelang, dan
pelaksanaan lelang. Akan tetapi pada umumtgak setiap pelaksanaan
pelelangan barang jaminan dapat berjalan s@baga mestinya, namun
dalam pelaksanaannya sering mengalami berbagandala. Dalam
pelaksanaan pelelangan, pihak Perum Pegad@iahang Sumberpucung
pernah mengalami beberapa kendala, adapunaleekendala tersebut antara
lain : *°

a. Nasabah tidak terima atau komplen.

Nasabah tidak terima atau komplen dapat tajadi
dalam proses pelaksanaan pelelangan. Hal dieebabkan karena
kelalaian pemberi gadai sendiri yang tidaklakeanakan kewajiban
sesuai dengan yang disepakati atau bisa gikarenakan hilangnya

barang gadai pada saat dilelang. Nasabalk telama atau komplen

0 Hasil Kuesioner Dengan Pimpinan Pegadaiahai@ Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal
8 Februari 2008.
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dalam hal kelalaian pemberi gadai sendirangy dipermasalahkan

dalam hal ini adalah pemberi gadai tidakujsetapabila barangnya

dilelang, padahal hal tersebut dikarenakan :

a. Pemberi gadai kurang memperhatikan tanga@h tempo serta
tanggal lelang. Selain itu pemberi gadai bud#berikan surat
pemberitahuan lelang ke alamat yang sesuagate Kartu Tanda
Penduduk (KTP) pada waktu menggadaikan, tepemnberi gadai
yang namanya sesuai dengan Surat Bukti Kré8RK) tiba-tiba
pada saat pelelangan datang untuk menebuandgajaminan,
padahal barang jaminan tersebut sudah lakuate

b. Pemberi gadai sudah diberi surat pemlber@a sesuai dengan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi pemberiagatherasa tidak
pernah menggadaikan, atau orangnya sedang rjdoekd Iluar
negri. Setelah orang tersebut datang darir lueegri yang
bersangkutan datang pada saat pelelangan umekebus atau
memperpanjang barang jaminan, akan tetapi ngargaminan
sudah laku terjual.

Di faktor lain bisa juga disebabkan karenkangnya
barang gadai pada saat dilelang, sehinggayebabkan nasabah atau
pemberi gadai komplen dan menuntut agar lgasan kembali. Hal
seperti ini bisa saja terjadi dalam prosgslelangan, masalah

tersebut bisa disebabkan karena adanya peancatau adanya
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force majeureantara lain bencana alam seperti banjiu asunami
yang menyebabkan barang tidak dapat diselamatkarena diluar
batas kemampuan penjaga barang, sehingga gbaemanyut dan
hilang.

. Barang jaminan tidak laku dilelang.

Pelelangan barang jaminan dimaksudkan supaya
masyarakat dapat membeli barang jaminan tetsedehingga dengan
adanya pelelangan benda tersebut, pemberii gddpat melunasi
segala hutang-hutangnya pada Perum Pegaddimun dalam
pelaksanaan lelang sering ditemui adanya pargaminan yang
dilelang, tidak laku dalam lelang. Hal iniisebabkan karena
kurangnya minat pembeli terhadap barang yditgang, antara lain:
a. Naiknya harga barang jaminan.

Naiknya harga emas (perhiasan) atau barangng@ non emas
(barang elektronik, mesin jahit, barang pechglah), akibat

perubahan mode, dapat menyebabkan harga Iplahg lebih

tinggi dari HPP (Harga Pasar Pusat) atau HP@rga Pasar
Setempat) akibatfluktuasi harga.

b. Barang jaminan rusak.

Rusaknya barang jaminan mengakibatkan baramgingn tidak

utuh lagi, hal tersebut dapat saja terjadreka penjaga gudang
kurang melakukan pengawasan atau lalai. Mysalrusaknya kain

yang tidak diduga dimakan oleh binatang, aadanya larangan
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merokok dalam gudang akan tetapi dilanggahingga ada
percikan api rokok yang mengenai kain damgakibatkan kain
tersebut lubang.
c. Terbatasnya uang yang dibawa oleh pembeli
Uang yang dibawa oleh pembeli lelang kuradgri harga
minimal lelang yang ditetapkan oleh Perum déegan, misalnya
penjualan lelang minimum Rp. 300.000 akan pietpuru taksir
terlalu tinggi menaksir nilai suatu barangda®gkan para calon
pembeli barang lelang hanya membawa uangnBurdari harga
minimum.
c. Harga Jual Lelang Lebih Rendah Dari Harga Paar.

Terjadinya harga jual lelang barang jaminabawah
harga pasar atau harga jual barang gadag ydifelang dibawah
harga asli dan tidak sesuai dengan yang rapkan, merupakan
salah satu masalah dalam pelelangan. Hal disebabkan karena
sulitnya menjual barang jaminan dalam lelargghingga Perum
Pegadaian menjual barang jaminan dengan ha@adibawah harga
pasar untuk memperoleh pelunasan uang pinjafBarhubung Perum
Pegadaian merupakan pemegang gadai yang mgapkewenangan
penuh dalam menentukan harga jual lelang ngargadai, maka
Perum Pegadaian memperoleh hak menjual dehgaga berapa saja
untuk memperoleh pelunasan uang pinjaman yetah diutang oleh

pemberi gadai. Penentuan harga jual lelamgnigagadai adalah

84



besarnya uang pinjaman yang diberikan olemegang gadai kepada
pemberi gadai ditambah dengan sewa modal imaksl3 %. Hal ini

merupakan suatu dilemma, di satu sisi pembgadai dalam

perjanjian gadai merasa dirugikan secara matn di satu sisi lain
pemegang gadai merasa tidak ada kerugiann&aharga jual lelang
lebih rendah dari harga pasar yang merupa&kibat dari tidak

ditebusnya barang gadai atau tidak dikembatiga uang pinjaman
oleh pemberi gadai sampai pada saat jatoipde

. Munculnya pihak ketiga pada saat pelelangan.

Pada prinsipnya barang jaminan yang akan
dijaminkan oleh pemberi gadai adalah barantjkmga, namun tidak
menutup kemungkinan bahwa benda jaminan tetsebilik pihak
ketiga. Barang jaminan milik pihak ketiga gardimaksud adalah
barang jaminan yang diduga hasil perbuatatawas hukum, seperti
pencurian diefsta), penipuan dplichting, pemerasan afpersing,
atau paksaan afdreiging. Barang jaminan yang sudah digadaikan
oleh pemberi gadai akan menjadi hak PerumadRegn, sehingga
barang tersebut tidak dapat diambil jika hgtayang berkaitan
dengan barang tersebut belum dilunasi atawgade kata lain barang
jaminan belum ditebus. Akan tetapi dalam @empan barang
bergerak dalam lembaga gadai tidak dapatndigu, bahwa barang

jaminan tersebut adalah milik pihak ketigardna dalam perjanjian
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gadai yang ada pada Perum Pegadaian tidatti@myakan barang
jaminan tersebut milik siapa. Dalam pelaksandalang, biasanya
pihak ketiga ini tiba-tiba muncul dan mengmai terjadinya
pelelangan barang jaminan yang sudah menjhdk Perum
Pegadaian, dengan alasan bahwa pihak yangargkutan tidak
pernah memberikan kuasa kepada pemberi gawclaik menjaminkan
barang jaminan tersebut.

Dari beberapa kendala-kendala yang terjadi, ktofa
penyebabnya kendala adalah akibat terjadingtelgngan benda jaminan
karena pemberi gadai sudah diberitahukan ®&nggtuh tempo lewat
pegawai loket Perum Pegadaian dan diperingatkeberapa kali, yakni
sebanyak 3 (tiga) kali melalui pemberitahuartulis yang ditujukan kepada
pemilik barang, pertama 7 (tujuh) hari sdtetanggal jatuh tempo, kedua 7
(tujuh) hari setelah peringatan pertama, damg ketiga 7 (tujuh) hari
setelah peringatan yang kedua, tetapi pemlgadai tidak membayar
utangnya sampai 7 (tujuh) hari sebelum pela&kan lelang atau 28 (dua
puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh ptamDari keempat kendala
pelaksanaan lelang tersebut, dapat dipilah jadendua kendala yaitu
kendala yang berkaitan dengan nasabah at@mbegoe gadai dan kendala

yang berkaitan dengan benda jaminan lelang.
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D. Tanggung Jawab Perum PegadaianTerhadap Pemilik Objek Gadai
Dalam Mengatasi Terjadinya Permasalahan Lelang.

Pada dasarnya pelaksanaan lelang hanya didiaksuuntuk
memperoleh pelunasan akibat tidak dilunasipygaman oleh pemberi gadai
tepat pada waktu jatuh tempo. Dalam setiefaksanaan pelelangan barang
jaminan tidak selalu dapat berjalan sebagaamamestinya, tetapi dalam
pelaksanaannya mengalami berbagai macam ken®&eum Pegadaian di
satu sisi berhak bertanggung jawab dan i dain tidak berhak
bertanggung jawab. Untuk mengatasi kendaladanddalam pelaksanaan
lelang barang jaminan gadai, Perum Pegadg@eru melakukan sesuatu.
Berhak tidaknya Perum Pegadaian bertanggungvabja menangani
permasalahan dalam kendala-kendala pelaksaleteamg yang terjadi, hal ini
dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Nasabah tidak terima atau komplen.

Barang yang menjadi jaminan untuk mendapatkan
pinjaman kredit dari Perum Pegadaian adalatany bergerak. Pada
dasarnya para nasabah tidak menginginkan dargminannya
dilelang oleh Perum Pegadaian, dan tetap mgmngan barang
jaminannya tidak dijual, berharap supaya psmtzen utang-utangnya
dapat diperpanjang. Akan tetapi terjadinyaarlgl tidak dapat
dipungkiri meskipun pihak pemberi gadai komplekarena Perum
Pegadaian sudah memberikan somatie secara temrnerus kepada

pemberi gadai dengan tujuan agar pemberiigdai@at melaksanakan
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prestasinya. Apabila barang jaminan gadaelahlg atau laku terjual
karena pemberi gadai lalai, itu menjadi reswihak pemberi gadai
sendiri. Dalam hal ini sebagai pihak pemegaggdai Perum
Pegadaian tidak bertanggung jawab.

Perum Pegadaian dalam mengatasi permasalahan i
yakni dengan memberikan penjelasan serta bldpada pihak
pemberi gadai, bahwa terjadinya pelelanganebdiskan karena
kesalahan pemberi gadai sendiri yang tidaknemuhi kewajibannya.
Apabila barang jaminan terlelang atau terjpdlak Perum Pegadaian
tidak dapat mengembalikan barang jaminan meskipihak pemberi
gadai tidak terima/ komplen dengan alasanpapakarena itu sudah
menjadi ketetapan dari Perum Pegaddfan.

Kewajiban pemegang gadai hanya memberitahukan
jlka barang akan dijual ( pasal 1156 ayat KRJH Perdata ),
kewajiban memberitahukan selambat-lambatnya pddai yang
berikutnya dengan pos harian atau perhuburigkegraf melalui surat
tercatat yang berlaku sebagai suatu pembaeatah yang sah.
Sedangkan pemberi gadai berkewajiban tundukadap peraturan
yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadai@meBang gadai tidak

memperoleh hak untuk memanfaatkan benda gaidai memindahkan

“1 Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Kacab PeRegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten
Malang, tanggal 9 Februari 2008.
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penguasaan atas benda serta memiliki bendkipn@ pemberi gadai
cedera janji atau tidak lagi memenuhi kevajitya. Pemegang gadai
hanya memperoleh hak dalam menjaga barangnaslakukan lelang,
sehingga barang jaminan yang dilelang sudatnjadi kekuasaan
pihak Perum Pegadaian. Pemberi gadai tidaknpuayai hak untuk
mengambil kuasa atau menuntut pengembaliamnbamdengan cara
melakukan penebusan diluar batas waktu jaarhpo, kecuali pihak
pemegang gadai dengan sengaja tidak membepkangatan adanya
lelang.

Lain halnya apabila pihak pemberi gadai kampl
karena hilangnya barang gadai. Apabila bargaginan hilang dari
tangan pemegang gadai atau dicuri tidak nugnikemungkinan jika
pemberi gadai menuntut atas kerugian yangadier Dalam hal ini,
berdasarkan Aturan Dasar Pegadaian pihak pemgbhdai mempunyai
hak untuk menuntut memperoleh ganti rugi dpabbarang
jaminannya hilang akibat kesalahan Pegadaikerena pemegang
gadai berkewajiban untuk menjaga dengan Hmkda gadai yang
berada dalam penguasaannya, sehingga pihakegeeigp gadai
berkewajiban memberikan ganti rugi dan bemang jawab terhadap
barang jaminan yang telah hilang, hal insuse dengan pasal 1157
ayat 1 KUH Perdata :

“ Kreditur bertanggung jawab untuk hilangnydaua kemerosotan

barangnya sekadar itu telah terjadi karenaldannya “.
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Tetapi jika pemberi gadai komplen karena rglaya
barang jaminan disebabkan, oleh adafgr@e majeureatau bencana
alam seperti banjir atau tsunami yang menyedra barang tidak
dapat diselamatkan, Perum Pegadaian tidak akerbertanggung
jawab karena terjadinya bencana alam atawce majeure bukan
disebabkan oleh kesalahan pihak pemegang dathpi semata-mata
karena adanya musibah yang terjadi diluaradngdan diluar batas
kemampuan penjaga barang, sehingga barangnterh dan hilang.
Upaya Perum Pegadaian dalam membantu mengdtdangnya
barang jaminan pemberi gadai akibat bencatem aatau force
majeure yakni dengan meminta bantuan kepada petafrimtau
Negara lewat dana bantuan. Perum Pegadaian alengganti secara
sukarela kerugian yang dialami pemberi gadkibat bencana alam
menurut kemampuan Perum Pegadaian, jika petabriberinisiatif
memberikan bantuan.

. Barang jaminan tidak laku dilelang.

Tidak lakunya penjualan barang jaminan lelang
merupakan permasalahan yang harus dihadagh @ikak Perum
Pegadaian. Apabila tidak lakunya barang diskedra karena naiknya
harga barang jaminan akibat fluktuasi, senmiaterjadi dikarenakan
dalam melaksanakan lelang pihak Perum Pegadaselalu
menawarkan harga yang cukup tinggi. Hal tenjadi karena adanya

kesalahan taksir yang dilakukan oleh jurusitakyang menaksir nilai
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suatu barang terlalu tinggi dengan maksud ukuntmemperoleh
pelunasan terhadap piutang pemberi gadai. Naaengan demikian
apabila harga barang yang ditawarkan terlahggi, maka pembeli
juga enggan untuk membelinya. Dalam hal yateggmikian, Perum
Pegadaian mempunyai kemungkinan yang dapatmgdith, yakni
dengan menjual barang jaminan lelang dengargah seperti yang
disampaikan oleh pembeli, dengan begitu pemi&bn berminat
untuk membeli barang jaminan lelang, dan r@rgaminan akan laku
terjual. Apabila barang jaminan taksiran tingditemukan oleh
Kepala Daerah atau Cabang maka penaksir idgemngatan sesuai
ketentuan yang berlaku, dan harus turut méwmhkan tanda tangan
pada kartu taksiran dengan nilai taksiranubaFetapi jika barang
jaminan taksiran tinggi ditemukan oleh pelalesdelang apabila tidak
ditebus atau diangsur sesuai taksiran barwanga tidak boleh
dilelang, selambat-lambatnya 2 (dua) hari laktediketahui adanya
BJ (Barang Jaminan) taksiran tinggi dan dpalmleh pelaksana
lelang tidak dicantumkan dalam daftar karetdak terjual maka
sepenuhnya menjadi beban semua anggota petakskng (tanggung
renteng)*?

Jika tidak lakunya barang jaminan dijual hgla

karena barang jaminan rusak, apabila rusakbgrang jaminan

2 Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Kacab PeRegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten
Malang, tanggal 11 Februari 2008.
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terjadi karena penjaga gudang kurang melakugangawasan atau
lalai, misalnya rusaknya kain yang tidak diadu dimakan oleh
binatang ngengat, atau adanya larangan merdabikm gudang akan
tetapi dilanggar sehingga ada percikan agbkoyang mengenai kain
dan mengakibatkan kain tersebut lubang. Malkag bertanggung
jawab dalam hal ini adalah pihak bagian pgamj gudang dengan
kerusakan yang terjadi akan diprosentasepitgtamberi gadai tetap
diwajibkan untuk menebus. Jika terjadinya kekan barang
dikarenakan bencana seperti kebakaran akibedng, atau huru-hara
maka yang bertanggung jawab adalah pihak nPerBegadaian
menanggung kerugian atas kerusakan baranghgami
Apabila tidak lakunya barang karena tidak ingd

pembeli membeli barang jaminan akibat terlvgtas uang yang
dibawa oleh calon pembeli, maka untuk mendgnin kerugian,
barang jaminan tersebut tidak dilepas tetan dibeli oleh Negara
yang selanjutnya akan dijual umum kemudiamadukkan dalam
daftar barang Negara yang terdapat di call2egadaian. Karena jika
barang jaminan dilepas maka pihak Perum Regad tidak
memperoleh nilai suatu barang sesuai dengasarbya uang
pinjaman karena kurang dari harga minimalarlgl Hal ini

dilaksanakan setelah pemberi gadai diberi rhkpsgan untuk menebus
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barangnya setelah pelaksanaan lelang tetapnbgre gadai tidak
menebusnya.

Dari berbagai usaha Perum Pegadaian tersebut,
apabila masih tidak membawakan hasil terhadapang yang tidak
laku dilelang atau BSL (Barang Sisa Lelanbgrdasarkan Aturan
Gadai maka dalam hal ini Perum Pegadaianakukén penyelesaian
dengan beberapa cara antara & :

1. Dijual di bawah tangan.

Untuk melakukan penjualan Barang Sisa LelédB§L) di bawah

tangan dalam menentukan harga jual Perum daega

menggunakan pedoman yang ditetapkan sebagikutoe

a. Untuk Barang Sisa Lelang (BSL) berupa hjpsan emas
dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga pylhari, harga
jualnya adalah harga pembelian x 109 %. Unteknbeliannya
pembeli cukup datang ke Kantor Perum Pegadagpabila
terjadi kecocokan harga, pembeli dapat membaygaga yang
disepakati tersebut pada kasir.
Penjualan Barang Sisa lelang (BSL) dilakuldengan jangka
waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampdengan 60
(enam puluh) hari dengan harga jual sebésaga pembelian

x 105 % atau kebijakan lain dari Kepala KanDaerah yang

3 pedoman Operasional Kantor Cabang Pengeldfaadit Gadai, h - IIl.E.9
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mengusulkan penurunan harga jual. Selisihhlediau kurang
atas penjualan dibukukan sebagai laba / regugahaan.

b. Untuk Barang Sisa Lelang (BSL) non entfaarus terjual
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, @Ejga dalam
jangka waktu tersebut masih belum laku térjuepala
Cabang dapat mengusulkan penurunan harga kegdada
Kepala Kantor Daerah. Sebelum mendapat kepuatus
penurunan harga jual dari Kepala Kantor Daerdidak
diijinkan untuk menjualnya. Pedoman penurunzrga jual
secara bertahap sesuai kebijakan Kepala Kébéarah.

2. Dimutasikan Antar Cabang.

Barang-barang yang diberlakukan sebagai Bar&mp Lelang

(BSL) baik emas maupun non emas sebelumuldiais penurunan

harga jualnya dapat juga diupayakan penjugkanmi kantor

cabang yang berada di daerah lain yang oiya#tapat terjual
lebih cepat. Pengiriman Barang Sisa Lelan&L(Bini dibukukan
sebagai Rekening Antar Kantor (RAK) Mutasi ti& dan
penjualan ditempat baru yang harus mendapat dari Kepala

Kantor Daerah dan memperhitungkan biaya pengmmya.

Barang Sisa Lelang (BSL) yang diminta olelakirh / Jaksa /

Polisi harus diselesaikan menurut peraturangy®erlaku. Pada

buku Register Barang Sisa Lelang (BSL) dibecatatan

seperlunya.
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c. Harga Jual Lelang Lebih Rendah Dari Harga Paar.

Pada dasarnya Perum Pegadaian mempunyai
kewenangan penuh dalam menentukan harga felang barang
jaminan gadai. Secara umum yang menjadi pataalam penentuan
harga jual barang jaminan gadai adalah bgaarmang pinjaman
yang telah diberikan oleh Perum Pegadaiamnmtiah dengan sewa
modal. Sebelumnya telah dijelaskan, apabilanb@#i gadai tidak
melunasi tepat pada waktu jatuh tempo, PeruPegadaian
mempunyai kewenangan penuh dalam melakukaandeltermasuk
menentukan harga jual lelang meskipun dengarga jual dibawah
harga pasar, untuk memperoleh pelunasan upmgaman oleh
pemberi gadait* Mekanisme tersebut dapat menimbulkan terjadiny
kerugian yang diderita oleh pemberi gadai.beBarnya kerugian
tersebut jarang muncul di dalam praktek, aketapi jika didasarkan
pada kenyataan yang terjadi hal ini benamabeada. Di dalam
prinsip lelang semakin banyak barang yangiatlijdi muka umum,
maka semakin rendah harga barang tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemberi gadai

sebenarnya tidak dalam posisi yang kuat dagi hukum, karena

* Lembar Negara 1928 No. 8Afuran Dasar Pegadaian
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aturan hukum menyebutkan jika pihak pemberadag tidak
mengembalikan uang pinjaman / menebus barandairgm, maka
Perum Pegadaian berhak melakukan lelang tekmaguga
menentukan harga jual lelangnya sebagai gdati uang pinjaman
yang tidak dapat dikembalikan oleh pemberdaga sehingga jika
terjadi masalah terhadap harga jual lelantarga gadai pihak Perum
Pegadaian secara hukum bisa dibebaskan aaggung jawab.

Jika dianalisis masalah tersebut berdasarkasppktif
atau sudut pandang nilai keadilan masyardkaisusnya pemberi
gadai, maka tentunya hal tersebut sangat giem pihak pemberi
gadai. Berdasarkan pengamatan secara mendak®henarnya
bargaining posisitiondari pihak pemberi gadai lemah jika dibanding
Perum Pegadaian, baik secara praktek mauggaras teori hukum.
Secara teori hukum, atauran-aturan hukum, ddnya tentang hak
gadai mengkonstruksikan bahwa Perum Pegadmarupakan satu-
satunya penyelenggara utama dalam usaha déindpi kredit dengan
menggunakan hukum gadai, sehingga Perum Pagadaempunyai
kewenangan yang penuh untuk menyelenggaraksahau di bidang
gadai mulai dari menentukan nilai pinjamamgal melelang gadai
jilka pemberi gadai tidak bisa mengembalikaangu jaminan tepat
pada waktu jatuh tempo. Disamping itu dalaturan hukum juga

kurang memberikan perlindungan hukum kepadabpe gadai atas
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berbagai macam bentuk kerugian yang dideoigh pemberi gadai,
termasuk kerugian akibat harga jual lelanginlerendah dari harga
pasar.

Secara  praktek  pihak  Pegadaian = mempunyai
kewenangan penuh untuk menentukan isi pesj@njipegadaian,
sehingga perjanjian pegadaian merupaktandart contract,di mana
sebagian pihak pemberi gadai tidak begitu apahtentang isi
perjanjian serta hak dan kewajibannya. Dalareneptuan nilai
taksiran atau nilai pinjaman barang gadaialpitpemberi gadai juga
mempunyai kewenangan dan hak yang penuhpitdt@msanya nilai
pinjaman pihak pemberi gadai berbeda jaulbii{lerendah) dengan
nilai barang gadai. Walaupun Perum Pegadar@mpunyai alasan
lain mengenai hal ini, yakni melakukan tadsirsebesar 90 % dari
harga nyata, Perum Pegadaian berprinsip pkeang gadai ditaksir
dengan harga tinggi, dikhawatirkan pihak pembgadai akan
kesulitan atau enggan untuk mengembalikan yangmannya.

Dari sini menjadi sangat jelas bahwa pogismberi
gadai sebenarnya dalam posisi yang lemahmdgb@rjanjian gadai
dengan Perum Pegadaian, sehingga konkrit ddamini diperlukan
suatu aturan hukum maupun upaya yang dapamberikan dan
menjamin perlindungan bagi hak-hak pemberiaggosada umumnya,
dan dalam hal kerugian akibat harga jualangl barang gadai

dibawah harga pasar.
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Berdasarkan kajian tersebut diatas upaya Perum
Pegadaian dengan sedikit memberikan perhaterg lebih terhadap
segala kerugian yang diderita oleh pemberagapada umumnya,
dan kerugian akibat harga jual lelang di &lawharga pasar, yang
diaktualisasikan dengan bentuk tanggung jawglang konkrit,
sangatlah diperlukan. Berdasarkan Pedoman sipeed kantor
cabang mengenai lelang pengelolaan kredit iga@amggung jawab
Perum Pegadaian dalam pelelangan pada dasadgi@h menyetor
ongkos lelang pembeli sebesar 9 % dan uamkirm sebesar 7 %
kepada kas Negara sehari setelah lelang sdit@kan serta
bertanggung jawab terhadap hasil lelang damsalah atau hal-hal
apapun yang terjadi akibat dilaksanakannyantgf®

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak
dirumuskan tentang bentuk tanggung jawab Peritagadaian
terhadap kerugian pemberi gadai akibat hajgal lelang lebih
rendah dari harga pasar, karena dalam hakedrugian yang diderita
oleh pemberi gadai adalah akibat tidak diumga uang pinjaman
atau tidak ditebusnya barang jaminan sampeat sjatuh tempo.
Sehingga kerugian yang diderita oleh pembgadai merupakan

resiko yang harus ditanggung oleh pemberiagad

%> Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Kacab PeRegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten
Malang, tanggal 12 Februari 2008.
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Menurut Bapak Mardjono, selaku manager Pegadai
Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang menegdsiawa :
“ Sebenarnya kerugian yang diderita oleh pihadémberi gadai
akibat harga jual lelang di bawah harga padarsebut,
dikarenakan pihak pemberi gadai tidak bisa memhi
kewajibannya untuk membayar uang pinjaman padktunya,
sehingga pihak Perum Pegadaian mempunyai nh@kopoli untuk
melakukan lelang seperti yang telah diatudarda pasal 1155
KUH Perdata. Perum Pegadaian hanya akan niggdag jawab
apabila memang ada kesalahan dari pihak PeRsgadaian,
seperti kesalahan taksir, tapi kalau kerugigang diderita
pemberi gadai tersebut sepenuhnya bukan berdsa pihak
Perum Pegadaian, jadi pihak Perum Pegadaigak t bisa
dipertanggungjawabkan.*®
Tetapi dalam hal ini tentunya Perum Pegadaiglak akan lepas
tangan begitu saja, Perum Pegadaian tetaphn akangakomodasi
segala komplain dari pihak pemberi gadai biiik berupa kerugian
akibat harga jual lelang dibawah harga pasaaupun bentuk
kerugian lainnya. Perum Pegadaian akan mekarerianggung jawab

semampu mungkin.

% Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Kacab PeRegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten
Malang, tanggal 12 Februari 2008.
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Walaupun sebenarnya pihak Perum Pegadaiark tida
bertanggung jawab atas terjadinya masalah dtasus kerugian
pemberi gadai akibat harga jual lelang diwdda harga pasar
tersebut, akan tetapi pihak Perum Pegadaiabar@y Sumberpucung
Kabupaten Malang, telah mengupayakan bebengpa@ya antisipasi
untuk menghindari kerugian, antara lain melipt/

a. Perum Pegadaian memberikan penambahan wakiin tempo
pada pihak pemberi gadai untuk melunasi ugimpmannya atau
untuk menebus barang gadainya, jika pembeadaig tidak bisa
melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo, nRdam Pegadaian
memberikan kelonggaran 1 (satu) bulan lagyi b@emberi gadai
untuk mengembalikan uang pinjamannya.

b. Perum Pegadaian juga memberikan kesemgzgh pemberi gadai
untuk menebus barangnya atau mengembalikarg yainjaman
pada saat lelang akan dilaksanakan.

c. Perum Pegadaian juga masih memberikanenkaegtan bagi
pemberi gadai untuk menebus barangnya sdaksamaan lelang,
meskipun lelang sedang berlangsung, asalkasinmaelum terjadi
penetapan harga pada hitungan ketiga yarah tdisebutkan oleh

Ketua Panitia Lelang.

*" Hasil Kuesioner Dengan Pimpinan Pegadaiahai@ Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal
13 Februari 2008.
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d. Munculnya pihak ketiga pada saat pelelangan.

Munculnya pihak ketiga dalam pelaksanaan telan
memang tidak dapat dipungkiri, karena dalaerjapjian gadai tidak
dinyatakan barang jaminan yang digadaikan kmdiapa. Munculnya
pihak ketiga ini biasanya menuntut kewenangannterhadap
barangnya untuk dikembalikan secara utuh atangan penggantian
berupa ganti rugi sebesar harga pembeliarenkaterjadi pemindahan
benda dari penguasaannya secara tidak sukavétalnya Ibu Ana
(pihak ketiga) kehilangan suatu gelang emaseria dicuri oleh Ibu
Beti (pemberi gadai). Oleh Ibu Beti Gelangrsebut diserahkan
untuk digadaikan kepada Perum Pegadaian (mermgegadai) yang
dalam hal ini beritikad baik. Tuntutan tenseldidasari oleh pasal
1977 ayat 1 KUH Perdata, pasal tersebut megkan, dimana
seseorang dalam posisi pihak ketiga, dapahelakukan tuntutan
apabila benda miliknya hilang dari penguasganeecara tidak suka
rela.*®

Berdasarkan contoh tersebut, maka Ibu Ampad
menuntut kembali gelang itu, apabila Perungadaian (pemegang
gadai) beritikad baik. Untuk mengembalikan aoar jaminan kepada
pemilik benda, Perum Pegadaian mengharapkbak ppemberi gadai

menebus terlebih dahulu. Setelah pemberi gatdakukan

8 Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Pohaab-Bab Tentang Hukum BendBina limu,
Surabaya tahun 1984, h-74
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penebusan, Perum Pegadaian akan mengembabkasng jaminan
kepada pihak pemberi gadai. Setelah barangingm berada di
tangan pihak pemberi gadai, Perum Pegadaiangamggap tuntutan
pihak ketiga (pemilik benda) adalah urusarhaki pemberi gadai
dengan pihak ketiga. Akan tetapi dalam mm) pihak pemberi gadai
biasanya tidak melakukan penebusan hingga mdah tempo dan
menghilangkan jejak, sehingga pemberi gadalit sdiketemukan,
harapan Perum Pegadaian, bahwa penggantiarangoajaminan
menjadi urusan pihak pemberi gadai dan pikekga, ternyata hanya
illusoir (gambaran dalam angan-ang&f)Dalam hal ini berdasarkan
pasal 14 ayat 2 Aturan Dasar Pegadaian,ilapada surat keputusan
Hakim yang memutuskan bahwa barang yang digad didapat
dengan tidak sah, yang dimaksud barang tidak adalah barang
yang dijadikan jaminan merupakan hasil cur@@au pemerasan dll,
maka sebagai konsekwensinya barang tersebuis hdikembalikan
oleh Perum Pegadaian kepada pemiliknya dergana-cuma tanpa
penebusan, sehingga jelas sekali Pegadaiamataen kerugian’
Dalam menangani permasalahan atau kendaladeenda

tersebut, Perum Pegadaian Cabang Sumberpu€abgpaten Malang

9 Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Pegadaiaba® Sumberpucung Kabupaten Malang,
tanggal 15 Februari 2008.

0 Muljadi Kartini Dan Widjaja Gunawaiiak Istimewa, Gadai, Damlipotek Jakarta.
Desember 2004. h-126.
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yang pertama adalah melakukan dengan memyed®@s secara
kekeluargaan terlebih dahulu sedapat mungldngdn kata lain pihak
ketiga mau melepaskan secara sukarela barangygng sudah
menjadi jaminan gadai di Perum Pegadaian.eneryang berhak
untuk melakukan pengembalian barang atau gami kepada pihak
ketiga (pemilik benda) adalah pemberi gadpihek yang telah
melakukan pemindahan benda dari penguasaaoraegesecara tidak
sukarela. Jika berkenan pihak ketiga dapgt jmelakukan pelunasan
pinjaman pemberi gadai, sehingga Perum Pegadaitidak
menanggung kerugian. Apabila cara tersebutkticdberhasil maka
Perum Pegadaian melakukan tahapan penyelessehagai berikut>

a Tahap penyelidikalehoKepolisian / Kejaksaan.

Apabila ada pihak Kepolisian / Kejaksaan yaagan meminta

barang jaminan seperti tersebut diatas, dilaydengan sita

tempat, dengan membuat Surat Keterangan @itdempat yang

dilampiri foto barang jaminannya dibuat rangk& (dua) dan

barangnya disegel dan dicatat dalam bukungajaminan sita di

tempat.

Apabila pihak Kepolisian / Kejaksaan memintgdoimasi tentang

barang tersebut maka Kepala Cabang / Pegaamat dnemberikan

! pedoman Operasional Kantor Cabang Pengeldfaadit Gadai, h - IIl. D.
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kesaksiannya setelah mendapat ijin dari Kepéntor Daerah.
Jika pihak Kepolisian / Kejaksaan mengusulkaenyelesaian
secara damai, dapat dilayani dengan melahaisgs pelunasan.
Penyerahan barang jaminannya dilakukan dengamda terima
yang ditandatangani semua pihak yang terkait.

b. Tahap penyelesaianPdngadilan.

Apabila proses penyelesaian barang jaminarselet berlanjut
sampai ketingkat Pengadilan dan Hakim memimdaang jaminan
tersebut sebagai barang bukti, Kepala Caldaqgat menyerahkan
sementara fisikk barang tersebut selama beslangmnya
persidangan sampai ada keputusan Hakim. Pamger tersebut
dilakukan dengan surat keterangan pinjam pakanentara.

Jika keputusan Hakim atas barang jaminanebets dikembalikan
ke cabang untuk diserahkan kepada yang berisabagai
pelunasan biasa, maka barang jaminan tersekanh diproses
sebagai pelunasan biasa, dengan batas wakt(satl)) bulan
terhitung sejak ada keputusan Hakim.

Apabila keputusan Hakim atas barang jaminaersebut
dikembalikan kepada yang berhak secara cummecumaka
barang jaminan tersebut diselesaikan sebagapelunasan

administrative yang artinya dengan tidak membayar uang
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pinjaman ditambah dengan sewa modal. Uangampian dan sewa

modal menjadi beban Perum Pegadaian hal sesuai dengan

pasal 14 ayat 2 Aturan Dasar Pegadaian ulisah bahwa :
“Apabila berdasarkan surat keputusan iHakbarang yang
digadaikan didapat oleh yang punya dengamaktidah maka
barang tersebut kembali kepada yang berhalgade tidak perlu
membayar uang pinjaman dan uang bunganya (S&¥jadi
tidak berlaku )“.

Dari berbagai penyelesaian tersebut, Perum adégn
berharap dalam mengembangkan usahanya tidaiedépas dari tanggung
jawab, untuk mengatasi terjadinya kendala rdalgpelelangan, sedapat
mungkin pihak Perum Pegadaian akan melakuganagihan secara terus
menerus setiap waktu kepada pihak pemberiaigadan setidaknya pihak
pemberi gadai akan melakukan pembayaran amgysuutang-utangnya
walaupun sedikit demi sedikit. Dengan demikimaka akan dapat dihindari
adanya suatu kendala dalam lelang objek jamigadai apabila pemberi

gadai wanprestasi.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh upgntentang

“Kendala Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan GBdé&am Hal Wanprestasi

(Studi Di Kantor Perusahaan Umum Pegadaiabad@® Sumberpucung —

Kabupaten Malang yang merupakan Pegadaian dfmnnal) “, maka dapat

disimpulkan bahwa :

1.

2.

Kendala — kendala yang dihadapi PERUM Pegadalalam pelelangan
barang jaminan gadai karena pemberi gadai prestasi disebabkan
akibat nasabah tidak terima atau komplen psakst pelaksanaan lelang,
barang jaminan tidak laku pada waktu peldangharga jual lelang
lebih rendah dari harga pasar, dan munculpysk ketiga pada saat
pelelangan. Dari empat kendala yang ada dajstaksanaan lelang
dapat dipilah menjadi dua jenis kendala ydkendala yang berkaitan
dengan nasabah atau pemberi gadai dan kerydalg berkaitan dengan
benda jaminan lelang.

Tanggung jawab sebagai upaya penyelesaian RERdgadaian dalam
mengatasi permasalahan lelang, pertama apat@kabah tidak terima
atau komplen maka PERUM Pegadaian dalam nesiggermasalahan

ini, yakni dengan memberikan penjelasan sbukti kepada pihak
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3. pemberi gadai, bahwa terjadinya pelelangamsebdébkan karena
kesalahan pemberi gadai sendiri yang tidakmemeihi kewajibannya.
Kedua apabila barang jaminan tidak laku dilgl maka dalam hal
mengatasi permasalahan ini, PERUM Pegadaian kainungkinan untuk
menjual barang jaminan lelang sesuai hargag ydisampaikan pembeli
yang bersedia, dan dapat pula dijual di lbaviengan, atau dimutasikan
antar cabang. Ketiga apabila harga jual teldebih rendah dari harga
pasar, maka dalam menangani permasalahan dapat diselesaikan
dengan memberikan penambahan waktu jatuh tepgua pemberi gadai
untuk melunasi uang pinjamannya, memberikasekgpatan bagi pemberi
gadai untuk menebus barang jaminan pada skdéng akan
dilaksanakan, atau dapat pula dilakukan pessbubarang gadai pada
saat lelang berlangsung, asalkan masih befenadi penetapan harga.
Sedangkan yang keempat apabila pihak ketigancol pada saat
pelelangan, maka dalam mengatasi permasalatampermasalahan dapat
diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapafakat dan jika
penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapdakdana dengan baik

baru diselesaikan dengan jalur litigasi.

B. Saran.
1. Bagi masyarakat umum hendaknya lebih memahamiarigntprosedur di
Perum Pegadaian, agar mengetahui hak danjikamaya sehingga tidak

terjadi kesalahan dalam menjalani perjanjiaday yang dibuat.
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. Bagi bagian juru taksir diharapkan lebih tteldalam meneliti serta
menentukan harga barang agar nantinya jikadiepelelangan tidak ada
pihak yang dirugikan, baik Perum Pegadaianupua pihak pemberi
gadai.

. Bagi petugas pelaksana lelang hendaknya dalelaksanaan lelang, yang
diutamakan untuk membeli barang yang dilelaugalah pihak pemberi
gadai, agar pemberi gadai tidak merasa damioleh Perum Pegadaian.
. Bagi pihak pemberi gadai kiranya bisa lebiheningkatkan lagi
kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam saela&n perjanjian gadai
yang telah dibuat dan telah disepakati beasandalam rangka
terciptanya ketertiban serta keteraturan.

. Bagi para staf dan karyawan PERUM Pegad&labang Sumberpucung,
hendaknya dapat terus meningkatkan profesgmali dalam melayani

masyarakat.
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